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: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten
Padang Pariaman Nomor 6);

Keputusan Camat Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang
Pariaman Nomor 07/SK/CSG/2025 Tentang Rencana Strategis
Kecamatan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025-2029



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Keputusan Camat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman

Tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Geringging

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2026

sebagimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen

Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun

yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal

31 Desember 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang

Pariaman sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah

sebagai :

a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Sungai
Geringging Kabupaten Padang Pariaman

c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.

d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.
Rencana Kerja Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2026
sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Sungai Geringging

Kabupaten Padang Pariaman.
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Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini,
Anggaran Penyusunan Renja Kecamatan Sungai Geringging
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dibebankan kepada APBD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
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Pada Tanggal : 18 Desember 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Geringging
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan
dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi
berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait
lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan di kecamatan kita yang tercinta.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan
yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Sungai
Geringging yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang
telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Sungai Geringging Tahun
2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi,
dan budaya di Kecamatan Sungai Geringging Melalui pendekatan partisipatif,
kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas
hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen
masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif
dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi
dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui
proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang
tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas
dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan
dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dapat bermanfaat

dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

NIP. 19720612 200701 1 014
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencaa Pembangunan Daerah (RPD) dimana
dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat
kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta rencana
pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra
Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat
Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu Renstra. Selanjutnya
dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan
maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2026 adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam
perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan
penyusunan Renja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Sungai Geringging
Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era

otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui



pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis
maupun tantangan.

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2026 adalah dokumen
perencanaan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun
2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada
kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi Masyarakat yang tumbuh
berkembang di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan
rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan
rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya
dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah. Tahap penetapan
rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh
Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat
Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program
dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenan.

Renja Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi
dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan hubungan
dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Sungai

Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut

ini.
Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangqunan
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Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen
perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat

Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci



mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan
demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra,
yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di
mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat
antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro.
Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat

kecamatan berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Garinggiang dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Geringging disusun dengan mengacu
pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima
tahun ke depan, dan Renja Kecamatan Sungai Geringging merupakan salah satu instrumen
implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah
ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun.
Renja Kecamatan Geringging merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target
tahunan yang lebih operasional.

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup
berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Kecamatan Sungai Geringging
dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur.
Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Kecamatan Sungai Geringging dengan
RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke
sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai
dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang
mendukung sasaran RPJMD, Kecamatan Sungai Geringging dapat berkontribusi secara
efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa
anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten

Padang Pariaman.



b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Geringging dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun
2026

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Geringging merupakan implementasi
dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk
mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD
menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja

Kecamatan Sungai Geringging akan menyelaraskan program-programnya untuk

mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Kecamatan ini disusun dengan

memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan
spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2026 memberikan panduan bagi Kecamatan Sungai Geringging untuk menetapkan

sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Kecamatan Sungai Geringging

diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran
jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Kecamatan Sungai Geringging untuk

merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja

Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas

kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya

sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa
program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Kecamatan Sungai Geringging juga perlu
memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan
daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Kecamatan didesain untuk mengoptimalkan
anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang
mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal
pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan
secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan,
serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.



c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Geringging dengan
Rencana Strategis Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima
tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari
Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu
tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan
konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra
agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan
strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan
yang dilakukan oleh Kecamatan Sungai Geringging tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga
berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam
konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2029 harus selaras
dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan
indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang
kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi
sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka
pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan
capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan
alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus
mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang
direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis
dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan,
tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang

tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini

penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan
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riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung

pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan

yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah

diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2.

Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Sungai

Geringging Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomro 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6792);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3164);



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 7 Tahun 2008);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2005-2025;



1.3

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);

19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2026 adalah

sebagai pedoman bagi Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dalam

rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran

beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sungai

Geringging untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai

Geringging.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2026 adalah

antara lain sebagai berikut:

1.

Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan
daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan
berkesinambungan;

Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Geringging
selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;

Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan
kegiatan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2026;

Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan
Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2026; dan

Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LK|jIP) Kecamatan
Sungai Geringging Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun

2026 disusun menurut sistimatika sebagai berikut :



BAB |. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD

agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja
OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan
Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah,
dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran OPD.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar

isi dokumen.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun

lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil’keluaran
yang direncanakan;

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan



2.2

2.3
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2.5

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

kinerja pelayanan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1)  Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan OPD;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi OPD;

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet
Goals);

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan;

2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap
perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program
dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan
kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung



dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan

pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

3.2

3.3

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional

dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

OPD.

Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra OPD.

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan.

2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi:

a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.

b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke
berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok
masyarakat tertentu).

c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.

d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun

kombinasi keduanya.
11



BABIV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.

3) Rencana tindak lanjut.



BAB I
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

21 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami
berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara
umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan
baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan
mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan
untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit
kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat
tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam
evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan
melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan
pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan
perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan
Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara
efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan
rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan
evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan
pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih
baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target

indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

13
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hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Pemeliharaan
NO Program/Kegiatan/Sub Pencapaian Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan Target | Realisasi % Satuan (Rp) (Rp) %
Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 100 75,03 %
Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum o
Perangkat Daerah 100 55 %
1 Penyediaan Barang Cetak 12 8 66,67 Paket 11.384.225 7.623.900 67,18
dan Penggandaan
2 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 650 172 26,46 Laporan 11.627.250 3.074.500 26,44
3 | Penyelenggaraan Rapat 400 282 70,5 Laporan 122.880.000 86.752.229 70,60
Koordinasi Dan Konsultasi
SKPD
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 100 - %
Pemerintahan Daerah
1 Pengadaan Sarana Dan 1 0 0 Unit 32.840.531 1.370.000 4,17
Prasarana Gedung Kantor
Atau Bangunan Lainya
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah 100 45 %
1 | Penyediaan Jasa Surat 12 7 60 Laporan 14.718.800 8.778.000 59,64
Menyurat
2 12 3 28 Laporan 3.291.400 904.000 27,47
Penyediaan Jasa Peralatan
Dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 100 50 %
Pemerintahan Daerah
1 Pemeliharaan/Rehabilitasi 2 0 0 Unit 3.495.000 0 0
Gedung Kantor Dan
Bangunan Lainya
2 Pemeliharaan/Rehabilitasi 2 1 50 Unit 730.000 348.000 4773
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
JUMLAH 190.967.206 108.850.629 56.99

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.



Program/Kegiatan/Sub

ALY Kegiatan

Pencapaian Kinerja

Anggaran

Realisasi Anggaran

Target

Realisasi %

Satuan

(Rp)

(Rp) %

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan Pelayanan
Publik

100

34

%

Kegiatan Koordinasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan Di Tingkat
Kecamatan

100

34

%

1 Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

34 Laporan

6.640.000

2.055.000 30,95

JUMLAH

34 Laporan

6.640.000

2.055.000

30,95

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

) Program/Kegiatan/Sub Pencapaian Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan Target | Realisasi % Satuan (Rp) (Rp) %
Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan 100 70 %
Kelurahan
Kegiatan Koordinasi o
Pemberdayaan Desa 100 70 o
1 Peningkatan Efektifitas 7 5 70 Laporan 9.550.000 2.380.000 24,92
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
JUMLAH 7 5 70 Laporan 9.550.000 2.380.000 24,92

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program/Kegiatan/Sub

2O Kegiatan

Pencapaian Kinerja

Anggaran

Realisasi Anggaran

Target

.. o
Realisasi %

Satuan

(Rp)

(Rp) %

Program Koordinasi
Ketentraman Dan Ketertiban
Umum

100

70 %

Kegiatan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum

100

70 %

1 Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan.

70 Laporan

8.540.000

240.000 2,81

JUMLAH

70 Laporan

8.540.000

240.000 2,81

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
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1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
NO Program/Kegiatan/Sub Pencapaian Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan Target | Realisasi % Satuan (Rp) (Rp) %
Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan 100 55,67 %
Desa
Kegiatan Fasilitasi,
Rekorpendasn dan Koordinasi 100 55,67 %
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
1 Fasilitasi Penyusunan 12 6 50 Dokumen 2.700.000 0 0
Peraturan Desa Dan
Peraturan Kepala Daerah
2 Fasilitasi Administrasi 8 4 50 Dokumen 1.480.000 490.000 33,11
Tata Pemerintahan Desa
3 | Fasilitasi Pengelolaan 6 4 67 Dokumen 6.513.500 0 0
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa
JUMLAH 26 14 55,67 | Dokumen 10.693.500 490.000 33,11

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program/Kegiatan/Sub

Y Kegiatan

Pencapaian Kinerja

Anggaran

Realisasi Anggaran

Target

.. °
Realisasi %

Satuan

(Rp)

(Rp) %

Program Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

100

100

%

Kegiatan Perencanaan,
Pengganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

100

100

Y%

1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

100

Dokumen

2.040.000

2 | Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

100

Laporan

1.080.000

1.040.000 96,30

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

100

100

%

1 Penyediaan Gaji Dan
Tunjangan ASN

14

14

100

orang/bulan

384.230.873

362.001.946 94,21

2 Koordinasi Dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

100

Laporan

34.560.000

34.100.000 98,67

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

100

100

%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

12

12

100

Laporan

16.480.000

7.662.008 46,49




2 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

12

12 100 Laporan

76.800.000

76.800.000 100

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

100

100 %

1 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas Atau Kendaraan
Dinas Jabatan

2 100 Unit

16.501.000

7.659.000 46,42

JUMLAH

531.691.873

489.262.954 92,02

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NO Program/Kegiatan/Sub Pencapaian Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan Target | Realisasi % Satuan (Rp) (Rp) %
Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan 100 100 %
Kelurahan
Kegiatan Koordinasi o
Pemberdayaan Desa 100 100 %
1 Peningkatan Partisipasi 8 8 100 Lembaga 3.750.000 2.180.000 58,13
Masyarakat Dalam Forum Kemasyarakatan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa
2 Sikronisasi Program Kerja 12 12 100 Dokumen 2.775.000 264.000 9,51
dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat yang dilakukan
oleh Pemerintah Dan swasta
di wilayah Kerja Kecamatan
JUMLAH 6.525.000 2.444.000 37,46

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan

Kepala Daerah

D Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub

Pencapaian Kinerja

Anggaran

Realisasi Anggaran

Target

.. o
Realisasi % Satuan

(Rp)

(Rp) %

Program Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Umum

100

100 %

Kegiatan Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah

100

100 %

1 Pembinaan Wawasan

60

60 100 Orang

Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Pelestarian Bhineka Tunggal Ika
serta Pemerintahan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

19.410.000

13.880.000 71,25

JUMLAH

19.410.000

13.880.000

71,25
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Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

21.5

Untuk tahun 2024 tidak ada satupun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi

target kinerja/keluaran yang direncanakan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi

target kinerja hasil’/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa

hal, diantaranya :

a. Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanan

b. Adanya komitmen bersama antara Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Perjanjian
Kinerja yang telah ditanda tangani;

c. Adanya koordinasi yang baik antar pegawai di kecamatan

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam

pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

a. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal.

b. Adanya pembatasan pencairan dana oleh BPKD

c. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di kecamatan akibat

banyaknya jabatan Kasi yang tidak terisi.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
Program Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan panduan jangka
menengah yang bertujuan untuk mencapai target pembangunan dalam berbagai
aspek kehidupan masyarakat di tingkat kecamatan. Target capaian program Renstra
Kecamatan Tahun 2026 mencakup berbagai bidang, seperti peningkatan
infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Setiap target
ini memiliki implikasi yang beragam terhadap kehidupan masyarakat, tata kelola
pemerintahan, dan kebijakan pembangunan.
Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra Kecamatan Tahun 2026:
a. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

e Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk mencapai

target yang telah ditetapkan, kecamatan perlu meningkatkan kapasitas SDM,



b.

baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini mungkin akan
mendorong pelaksanaan pelatihan atau pendidikan berkelanjutan bagi para
pegawai kecamatan.

Transparansi dan Akuntabilitas: Renstra yang baik akan memerlukan
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ini bisa
mendorong kecamatan untuk lebih terbuka dalam melaporkan hasil program
kepada masyarakat dan stakeholder terkait.

Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder: Target dalam Renstra
membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa,
masyarakat, dan sektor swasta. Implikasinya, kecamatan akan meningkatkan
upaya koordinasi dengan stakeholder untuk mencapai target capaian

program.

Implikasi terhadap Pembangunan Infrastruktur

Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik,
dan aksesibilitas yang lebih baik adalah sebagian dari target Renstra.
Implikasinya adalah kebutuhan anggaran yang besar serta pelaksanaan
proyek yang tepat waktu untuk memenuhi target capaian.

Perencanaan yang Lebih Matang : Program pembangunan infrastruktur
membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat memberikan manfaat
jangka panjang. Maka dari itu, kecamatan harus memastikan bahwa rencana
yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

Pemeliharaan dan Pengelolaan : Infrastruktur yang dibangun memerlukan
perawatan yang baik agar tetap berfungsi maksimal. Ini menuntut adanya
pengalokasian anggaran khusus untuk pemeliharaan serta pengelolaan

fasilitas secara berkelanjutan.

c. Implikasi terhadap Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Target dalam
bidang kesehatan dan pendidikan akan mempengaruhi peningkatan fasilitas
dan tenaga kesehatan atau pendidikan. Misalnya, kecamatan mungkin perlu
merekrut tenaga tambahan atau meningkatkan fasilitas kesehatan dan
sekolah untuk memenuhi standar pelayanan.

Optimalisasi Teknologi: Renstra yang mencakup target pelayanan publik

berbasis teknologi akan mendorong penggunaan teknologi informasi.
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Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan infrastruktur teknologi
serta melatih pegawai agar mampu mengoperasikan layanan berbasis digital.
Pengembangan Sistem Pengaduan: Untuk meningkatkan kualitas layanan
publik, kecamatan perlu menyediakan saluran pengaduan yang efekiif,
sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran terkait

layanan yang diberikan.

d. Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Target Renstra yang
mendukung pertumbuhan ekonomi akan mencakup program pengembangan
UKM di kecamatan. Ini akan mendorong kecamatan untuk menyediakan
pelatihan kewirausahaan serta akses permodalan bagi pelaku usaha.
Pengurangan Kemiskinan: Program yang diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan.
Kecamatan perlu menjalankan program-program yang efektif, seperti bantuan
sosial, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Jika Renstra mencakup
target untuk memanfaatkan sumber daya alam, implikasinya adalah perlunya
pengelolaan yang bijaksana agar tidak merusak lingkungan. Hal ini
membutuhkan perencanaan dan regulasi yang memastikan kelestarian

lingkungan.

e. Implikasi terhadap Sosial dan Kebudayaan

Penguatan Kearifan Lokal: Renstra yang menargetkan pelestarian budaya
lokal akan mendorong kecamatan untuk mengadakan kegiatan budaya yang
dapat memperkuat identitas masyarakat. Implikasinya adalah perlunya
dukungan anggaran untuk kegiatan kebudayaan dan pelibatan masyarakat
dalam pelestarian budaya.

Pengembangan Partisipasi Masyarakat: Program yang menekankan pada
partisipasi masyarakat akan menguatkan rasa kebersamaan dan gotong
royong di tingkat kecamatan. Ini bisa berdampak pada meningkatnya
keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti kerja bakti
dan kegiatan keagamaan.

Pencegahan Konflik Sosial: Target capaian yang berorientasi pada

kesejahteraan sosial juga memerlukan upaya pencegahan konflik, seperti



melalui program mediasi atau pelatihan manajemen konflik. Implikasinya

adalah kecamatan harus mempersiapkan tenaga yang kompeten dalam

mengelola konflik dan menjaga keamanan lingkungan.
Secara keseluruhan, target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2026
memiliki berbagai implikasi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Untuk
mencapai target tersebut, kecamatan harus melakukan perencanaan yang matang,
alokasi anggaran yang memadai, serta kolaborasi yang efektif dengan masyarakat
dan stakeholder terkait. Dengan begitu, target yang direncanakan dapat terlaksana
dengan baik, sesuai harapan, dan membawa dampak positif bagi pembangunan

serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan lintas instansi serta
memaksimalkan sumberdaya yang ada;

b. Perbaikan/perubahan terhadap target capaian dan perubahan / penambahan
pagu anggaran terhadap kegiatan prioritas;

c. Melakukan efisiensi terhadap alokasi belanja operasional kegiatan;

d. Peningkatan disiplin kinerja aparatur terkait tugas pokok dan fungsi kecamatan
dan peningkatan kapasitas aparatur perencana (SDM) melalui sosialisasi,
bimbingan teknis dan/atau pelatihan lainnya;

e. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu baik

lingkup internal maupun terhadap perangkat daerah lainnya;
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Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Geringging dan Pencapaian Renstra Kecamatan
Sungai Geringging s/d Tahun 2025

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2023)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Target Realisasi
Kinerja Target Target Perangkat Daerah s/d
Urusan/Bidang Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil przsr?::a:an SahHuIZD2 I8
Kode Urusan Pemerintahan Program Program Program dan Realisasi (Rgen'a Reallsra5| T'"E'fat
Daerah Dan (outcomes)/ (Renstra Keluaran Target Renja Rerlfa : Peran ]kat Capaian Capaian
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Perangkat Kegiatan s/d Perangkat Peranjkat Tingkat Daerah iahun Prog'ram dan I.!eallsas
Daerah) dengan Daerah Daerahiahun Realisasi (%) 2025) HbEnEE | TTEHES
Tahun 2025 | tahun 2023 tahun 2024 tahun berjalan | Renstra
2024 2025 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 PROGRAM Persentase %
1 PENUNJANG URUSAN rekomendasi LHE 100% % 100% 100% 100% 100% 100%
PEMERINTAHAN SAKIP yang
KABUPATEN/KOTA Nilai C Nilai B B
Persentase Temuan
BPK yang % 100% % 100% 100% 100% 100% 100%
Ditindaklanjuti
0 2 Perencanaan, Jumlah dokumen
1 Penganggaran, dan perencanaan sesuai
Evaluasi Kinerja aturan dan tepat % 85% % 94% 94% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah waktu
Jumlah laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi % 85% % 94% 94% 100% 100% 100%
kinerja  perangkat
daerah
0 2 Penyusunan Dokumen | Jumlah dokumen
1 P i k k 1009
erencanaan perencanaan sesuai 6 Dok Dokumen 6 Dok 6 Dok 5 dokumen 5 dokumen 00%
Perangkat Daerah aturan dan tepat Dokumen
waktu
0 2 Koordinasi dan Jumlah Dokumen
1 Penyusunan Dokumen | RKA-SKPD dan
RKA- SKPD Lapora-n H-aS|I Dokumen 4 Laporan Dokumen 4 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD




Administrasi Jumlah laporan 100% 100% 100% 100%
Keuangan Perangkat keuangan yang
Daerah sesuai dengan 100% 100% 100% 100%
perundang
undangan
Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang yang Orang / 14 orang/14 Orang / 14 orang/14 14 orang/14 14 14 100%
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Bulan bulan bulan bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
. Bulan
Tunjangan ASN
Penyediaan Jumlah Dokumen
Administrasi Hasil Penyediaan Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Pelaksanaan Tugas | Administrasi Dokumen
ASN Pelaksanaan Tugas
ASN
Administrasi Jumlah ASN vyang
Kepegawaian terfasilitasi naik
Perangkat Daerah pangkat
Jumlah ASN vyang
terfasilitasi gaji % 90% % 90% 90% 100% 100% 100%
berkala
Jumlah SKP ASN
Jumlah ASN
terfasilitasi
pembayaran TPP
Pengadaan  Pakaian | Jumlah Paket
Dinas beserta Atribut | Pakaian Dinas . . . 20 Paket 100%
Kelengkapannya beserta Atribut Paket 1 Unit Paket 1 Unit 1 Unit 20 Paket
Kelengkapan
Peningkatan  Sarana | Jumlah Unit
dan Pra.sarana Disiplin | Peningkatan Sarana Unit 20 Paket Unit 20 Paket 20 Paket 1 Unit 1 Unit 100%
Pegawai dan Prasarana
Disiplin Pegawai
Pendataan dan | Jumlah Dokumen
Pengolahan Pendataan dan
Administrasi Pengolahan Dokumen 3 Dokumen Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100%
Kepegawaian Administrasi
Kepegawaian
Administrasi Umum Jumlah surat dinas
Perangkat Daerah yang teradministrasi
sesuai  ketentuan
dan : terdlstrl‘bu5| % 100% % 100% 100% 100% 100% 100%
sesuai tujuan
Jumlah pelayanan

yang terfasilitasi
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Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket
dan  Perlengkapan | Peralatan dan 20 Paket Paket 20 Paket 20 Paket
Kantor Perlengkapan Kantor Paket 4 Paket 4 Paket 100%
yang Disediakan
Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket
Rumah Tangga Peralatan Rumah Paket 7 Laporan Paket 7 Laporan 7 Laporan 4 Paket 4 Paket 100%
Tangga yang
Disediakan
Penyediaan Bahan | Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Bacaan dan Peraturan | Bahan Bacaan dan
Perundang-undangan Peraturan Dokumen 50 Paket Dokumen 50 Paket 50 Paket
Perundang-
Undangan yang
Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket
Komponen Instalasi | Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Paket 1 Dokumen Paket 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Paket 12 Paket 100%
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
Fasilitasi  Kunjungan | Jumlah Laporan
Tamu Fasilitasi Kunjungan Laporan 6 Paket Laporan 6 Paket 6 Paket 12 Laporan 12 Laporan 100%
Tamu
Penyelenggaraan Jumlah Laporan
Rapat Koordinasi dan | Penyelenggaraan 450 Laporan 450 Laporan 100%
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi Laporan 20 Laporan Laporan 20 Laporan 20 Laporan
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Jumlah
Milik I:?aerah penambahan nilai % 80% % 80% 80% 86% 86% 86%
Penunjang Urusan aset
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan | Jumlah Unit
Perorangan Dinas Kendaraan
atau Kendaraan Dinas | Perorangan Dinas Unit 1 UnitR2 Unit 1 UnitR2 1 UnitR2 1 UnitR2 1 UnitR2 100%
Jabatan atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang
Disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel
yang Disediakan Unit Unit Unit Unit Unit 4 Unit 4 Unit 100%
Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Pendukung Gedung Unit 3 unit Unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100%

Kantor atau Bangunan
Lainnya

Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan




1 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana
0 dan Prasarana Gedung | dan Prasarana
Kantor atau Bangunan | Gedung Kantor atau Unit 1 Unit Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100%
Lainnya Bangunan Lainnya
yang Disediakan
1 Pengadaan Kendaraan | Jumlah Unit
1 Dinas Operasional Kendaraan Dinas
atau Lapangan Operasional atau Unit 1 Unit Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100%
Lapangan yang
Disediakan
0 Penyediaan Jasa Jumlah jasa
8 Penunjang Urusan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah | pemerintah  yang
tersedia ; % 100% % 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah jasa
penunjang
perkantoran yang
disediakan
0 Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan
8 Menyurat Penyediaan Jasa Laporan 700 arsip Laporan 700 arsip 700 arsip 12 Laporan 12 Laporan 100%
Surat Menyurat
0 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
8 Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa 12 12 12
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Laporan tagihan/tahu Laporan tagihan/tahu tagihan/tahu 12 Laporan 12 Laporan 100%
Daya Air dan Listrik n n n
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Peralatan dan Penyediaan Jasa
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Laporan 15 unit/tahun Laporan 15 unit/tahun | 15 unit/tahun 12 Laporan 12 Laporan 100%
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
0 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
8 Pelayanan Umum Penyediaan Jasa 4 Orang/12 4 Orang/12 4 Orang/12
Kantor Pelayanan Umum Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100%
bulan bulan bulan
Kantor yang
Disediakan
0 Pemeliharaan Barang | Jumlah objek aset 100% 100% 100%
9 Milik I:?aerah yang terkelola % 100% % 100% 100%
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
0 Penyediaan Jasa | Jumlah total nilai
9 Pemeliharaan, Biaya | aset
Pemellharaan dan . 2 unit/tahun Unit 2 unit/tahun 2 unit/tahun 2 unit/tahun 2 unit/tahun 100%
Pajak Kendaraan Unit

Perorangan Dinas atau
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Kendaraan Dinas

Jabatan

Pemeliharaan/Rehabil | Jumlah Gedung
itasi Gedung Kantor | Kantor dan
dan Bangunan Lainnya | Bangunan Lainnya Unit 1Gedung/Tah Unit 1Gedung/Tah | 1Gedung/Tah 2 Unit 2 Unit 100%
yang un un un
Dipelihara/Direhabili
tasi
Pemeliharaan/Rehabil | Jumlah Sarana dan
itasi  Sarana  dan | Prasarana Gedung
Prasarana Gedung | Kantor atau 10 10 10
Ka.ntor atau Bangunan | Bangunan Lainnya Unit buah/tahun Unit buah/tahun buah/tahun 2 Unit 2 Unit 100%
Lainnya yang

Peningkatan
Partisipasi Masyarakat

dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan

Pembangunan di Desa

Dipelihara/Direhabili
tasi

Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan
yang Berpartisipasi
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa

Lembaga
Kemasarakat
an

100%

Lembaga
Kemasarakat
an

100%

100%

8 Lembaga
Kemasayarakat
an

8 Lembaga
Kemasayarakat
an

100%




Sinkronisasi  Program
Kerja dan Kegiatan

Jumlah Laporan
Peningkatan

Pemberdayaan Efektivitas Kegiatan

Masyarakat yang Pemberdayaa.n Dokumen 100% Dokumen 100% 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Dilakukan oleh | Masyarakat di

Pemerintah dan | Wilayah Kecamatan

Swasta di Wilayah

Kerja Kecamatan

Peningkatan Jumlah Dokumen

Efektifitas  Kegiatan | Sinkronisasi Program

Pemberdayaan Kerja dan Kegiatan

Masyarakat di Wilayah | Pemberdayaan Dokumen 100% 100% 100% 12 Dokumen 12 Dokumen
Kecamatan Masyarakat yang Dokumen 100%

Fasilitasi Penyusunan
Peraturan Desa dan

Dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan

Jumlah Dokumen
yang Difasilitasi

Peraturan Kepala Desa | dalam rangka
Penyusunan Dokumen 100% Dokumen 100% 100% 8 dokumen 8 dokumen 100%
Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala
Desa
Fasilitasi Administrasi | Jumlah Dokumen
Tata Pemerintahan | yang Difasilitasi
Desa dalam rangka Dokumen 100% Dokumen 100% 100% 8 dokumen 8 dokumen 100%

Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
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Fasilitasi Pengelolaan

Jumlah Dokumen

Keuangan Desa dan | yang Difasilitasi
Pendayagunaan Aset | dalam rangka
Desa Pengelolaan Dokumen 100% Dokumen 100% 100% 6 dokumen 6 dokumen 100%
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
Fasilitasi Pelaksanaan | Jumlah Dokumen
Tugas dan Fungsi | Fasilitasi dalam
Badan rangka Pelaksanaan
Permusyawaratan Tugas dan Fungsi Dokumen 100% Dokumen 100% 100% 6 dokumen 6 dokumen 100%
Desa Badan

Permusyawaratan
Desa




Koordinasi/Sinergi

Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan

Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan

Perangkat Daerah dan | Kegiatan Laporan 6 Laporan Laporan 6 Laporan 100% 8 Laporan 8 Laporan 100%
Instansi Vertikal | Pemerintahan
Terkait dengan  Perangkat
Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Peningkatan Jumlah Dokumen
Efektifitas  Kegiatan | Peningkatan
Pemerintahan di | Efektifitas Kegiatan Dokumen 15 Dokumen Dokumen 15 Dokumen 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 100%

Tingkat Kecamatan

Koordinasi /Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang
terkait dalam
pemeliharaan Sarana
dan Prasarana

Pelayanan Umum

Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen
Koordinasi  /Sinergi
dengan  Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal

yang terkait dalam
pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Umum

Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

Dokum
en




Sinergitas dengan | Jumlah Laporan Hasil
Kepolisian Negara | Sinergitas  dengan
Republik  Indonesia, | Kepolisian  Negara
Tentara Nasional | Republik Indonesia, Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 12
. . . Laporan
Indonesia dan Instansi | Tentara Nasional Laporan
Vertikal di  Wilayah | Indonesia dan
Kecamatan Instansi  Vertikal di
Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Jumlah Laporan
Hubungan dengan | Pelaksanaan
Tokoh Agama dan | Harmonisasi Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12
Laporan
Tokoh Masyarakat Hubungan dengan Laporan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat




Pembinaan Wawasan | Jumlah Orang yang
Kebangsaan dan | Mengikuti
Ketahanan  Nasional | Pembinaan
dalam rangka | Wawasan
Memantapkan Kebangsaan dan
Pengamalan Pancasila, | Ketahanan Nasional
Pelaksanaan Undang- | dalam rangka Orang 3 Kali 3 Kali 3 Kali 60 orang 60 orang 60
Undang Dasar Negara | Memantapkan orang
Republik Indonesia | Pengamalan
Tahun 1945, | Pancasila,
Pelestarian Bhinneka | Pelaksanaan Orang
Tunggal lka serta | Undang-Undang
Pemertahanan dan | Dasar Negara
Pemeliharaan Republik Indonesia
Keutuhan Negara | Tahun 1945,
Kesatuan Republik | Pelestarian Bhinneka
Indonesia Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan  Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas | Jumlah Dokumen
Ff)rum Koordlnas! Tugas. . .Fo.rum Dokumen 100% Dokumen 100% 100% 12 Dokumen 12
Pimpinan di | Koordinasi Pimpinan 12 Dokumen Dokum
Kecamatan di Kecamatan en
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan
berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil
dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan
teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.
Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Urusan
tersebut meliputi berbagai bidang, seperti pelayanan masyarakat, pengelolaan
administrasi, serta koordinasi dan pembinaan terhadap perangkat desa atau
kelurahan di wilayah kecamatan.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang SOTK,
Kecamatan Sungai Geringging sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat bertugas :

a.

b.

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah;

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh perangkat daerah di kecamatan;

. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;

. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di
kecamatan;

Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten; dan

Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan



dan/atau yangbelum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan

fungsi

a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;

d. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

)

2)

3)

4)

5)

Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah
perencanaanpembangunan di nagari dan kecamatan;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja
baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan

kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja
pemerintah maupun swasta;

Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja

perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,

meliputi;

)

2)

Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah
kecamatan;

Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah
kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum

masyarakat di wilayah kecamatan; dan
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3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban

kepada bupati.

f. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang -

undangan, meliputi;

1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan
dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan

3) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
perundang- undangan di wilayah kecamatan kepada bupati

g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;

1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada bupati.
h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan yaitu:

1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan
instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;

3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan; dan

4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan kepada Bupati.

i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yaitu:

1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan



nagari;

2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi

pelaksanaan administrasi nagari;

3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari, melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
4) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di

tingkat kecamatan; dan

5) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
j- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yangbelum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

kecamatan;

2) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya,;

3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
p elayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada

masyarakat diwilayah kecamatan;

5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kecamatan kepada bupati.
k. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang
meliputi Aspek :

1) perizinan.

2) rekomendasi.
3) koordinasi.
4) pembinaan.
5) pengawasan.
6) fasilitasi.

7) penetapan.

8) penyelengaraan.
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Pelaksanaan administrasi kecamatan;

. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

dilingkungan kecamatan;

. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas -

tugas Camat;

. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan,

umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta

pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan

subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai

fungsi :

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;

. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum

dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta
hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;

Penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;

. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-

langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;

Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan
umum dilingkungan kecamatan;

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di
lingkungan Kecamatan;

Pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



3. Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam
mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi
pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik,
kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan

pelayanan Pemerintahan di Kecamatan,;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;

c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi
vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi
pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik,
kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;

d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;

e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari,

meliputi :

1) Penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi
pelaksanaan administrasi nagari;

2) Pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;

3) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari
dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk
mendapat pengesahan;

4) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi pengusulan
pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;

5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat
kecamatan;

6) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan

pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
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f. Penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan
penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke

Kecamatan;

h. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasdan fungsinya

. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan
upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  serta
mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati di kecamatan mendasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta

pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan

kegiatan ketenteramandan ketertiban umum di Kecamatan;

b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum

dan sistim keamanan lingkungan;

c. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan,
kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai
program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di
wilayah kecamatan,;

d. Penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM,
Ormas dalam wilayah kecamatan;

e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk

penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur



hukum;

f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja
kecamatanuntuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
di wilayah kecamatan;

h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada
Kecamatan yang bersangkutan;

i. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

j. Pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk
Hukum Daerahlainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban

k. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan
ketertiban ditingkat kecamatan;

1. Penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi
P enanggulangan bencana,bencana alam dan mengevaluasi penanganannya
dalam wilayah kecamatan;

m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan,
keindahandan ketertiban di lingkungan Kecamatan;

n. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke

Kecamatan;

o. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraanketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada

Camat;

p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya
penyelenggaran pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian,
produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian
pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat
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menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan,;

b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat
daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan
pemberdayaan masyarakat;

c. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;

d. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah
maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

f. Penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja
pemerintah maupun swasta;

g. Pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan diwilayah kecamatan;

h. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat
Kecamatan;

i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke

Kecamatan;

j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerjakecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang
membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam
melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan

dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.



Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan
bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;

b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat
daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan,
pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan
bantuan bencana alam;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah
sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan,
kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan trasmigrasi di wilayah
kecamatan;

d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial
masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

e. Penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat
keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;

f. Pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan
Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan,
Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;

g. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana
dan wabah penyakit skala kecamatan;

h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta
kerawanan sosial skala kecamatan;

i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke

Kecamatan;

j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di
wilayah kerjakecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat
daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;

k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

7. Kasi Pelayanan Umum.
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Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelengaraan
pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu
keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang
pelayanan umum di Kecamatan;

b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat
daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang
pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

c. Pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
d. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di kecamatan;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana
dan fasilitas pelayanan umum;

g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke

Kecamatan;

h. Penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
di wilayah kecamatan;

i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana
dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan
dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi

urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris
dalammelaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta
pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di
lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan

keuangan menyelenggarakan fungsi;

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja,

anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan



Kecamatan;

Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;

Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan
aset Kecamatan;

Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertangggungjawaban
program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;

Pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;

Pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;

. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi

ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di

lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

a.

Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi

kepegawaian;

Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan

perlengkapan,keamanan kantor serta kenyamanan kerja;

. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi

pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi,

mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;

. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;

Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta
keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;

Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar
OperasionalProsedur (SOP) pada Dinas

. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia
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(SDM) pegawai;
h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian,;

j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana
PemeliharaanBarang Unit (RPBU);

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasdan fungsinya;

. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasdan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Kecamatan
Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran
yang akan dicapai sebagai berikut :
a). Tujuan : Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas
Umum Pemerintahan Kecamatan
b). Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan
urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya pelayanan publik kewilayahan
berbasis efektivitas dan efisiensi
3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat
dalam Proses Pembangunan
4. Meningkatnya Transparansi dan
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
c). Indikator Kinerja : 1. Persentase Jumlah penyelenggaraan
pemerintahan umum yang terselenggaranya
ditingkat kecamatan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
3. Persentase Partisipasi Masyarakat desa
terhadap Pembangunan daerah
4. Indeks Berakhlak



Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Geringging
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Target Renstra Perangkat daerah Realisasi Proyeksi Catatan
No | Indikator Kinerja tahun 2024 | Indikator Kinerja tahun 2025 Capaian Capaian Analisis
2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026
1. Persentase Jumlah Persentase Jumlah
penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan
umum yang terselenggaranya pemerintahan umum yang 100% | 100 % | 100 % | 100 % 95% 96% 96% 96%
ditingkat kecamatan terselenggaranya ditingkat
kecamatan
2. | Persentase Pelayanan Perizinan Indeks Kepuasan Layanan
dan Non Perizinan yang dilayani Masyarakat 100% | 100% | 100% | 100% 95% 96% 96% 96%

3. Persentase pelayanan yang Presentase partisipasi
tepat waktu masyarakat desa terhadap 100% 100% | 100% 100% 95% 100% | 100% | 100%
pembangunan daerah
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Hasil penilaian Evaluasi
SAKIP dari Inspektorat B BB BB A B B

BB BB
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Analisis kinerja pelayanan kecamatan merupakan langkah krusial dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita
dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja
pelayanan kecamatan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Melalui analisis ini, kita dapat
mengukur sejauh mana kecamatan telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,
serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Kecamatan Sungai Garingging Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2024
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2024 Interprestasi
Target | Realisasi %
1. Menyelenggarakan Urusan Persentase jumlah % 100 95 95 Berhasil
Pemerintahan Umum di penyelenggaraan
Tingkat Kecamatan pemerintahan umum yang
terselenggaran ditingkat
kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Persentase Pelayanan % 100 95 100 Berhasil
Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan
yang dilayani
Persentase pelayanan yang 100 95 100 Berhasil
tepat waktu
3. Meningkatkan Tata kelola Nilai SAKIP Kecamatan Nilai B B 100 Berhasil
Pemerintahan Kecamatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :

1) Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani

2) Persentase pelayanan yang tepat waktu

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :

1) Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaran

ditingkat kecamatan
2) Nilai SAKIP Kecamatan




l. Sasaran Strategis Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat

Kecamatan.
Tabel 2.2.2
Capaian Kinerja Sasaran 1
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2024 Interprestasi
Target | Realisasi | %

1. | Menyelenggarakan 1. | Persentase jumlah % 100 95 95 Berhasil

Urusan Pemerintahan penyelenggaraan

Umum di Tingkat pemerintahan umum

Kecamatan yang terselenggaran

ditingkat kecamatan

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan,
penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus
utama. Pada tahun ini, capaian persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum
sebesar 95%.

Dari data yang terkumpul, terdapat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan
pemerintahan umum di kecamatan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari
pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang
terselenggara mencapai 95% yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang
telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan,
serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan
transparansi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan
di tingkat kecamatan juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif, tantangan tetap ada.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna
memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih
efisien dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, diharapkan
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga, sehingga kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat

pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Harapannya, hasil yang dicapai ini
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tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Il. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2024 Interprestasi
Target | Realisasi | %
1. | Meningkatkan Kualitas | 1. | Persentase Pelayanan % 100 95 95 Berhasil
Pelayanan Publik Perizinan dan Non
Perizinan yang dilayani
2. | Persentase pelayanan % 100 95 95 Berhasil
yang tepat waktu

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kecamatan telah
berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, tepat,
dan transparan. Capaian tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama
dalam dua aspek penting: persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani
serta persentase pelayanan yang tepat waktu.

Capaian persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani di tingkat
kecamatan mencapai 95% Angka ini mencerminkan upaya maksimal pemerintah
kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan yang diperlukan untuk
berbagai keperluan, seperti usaha, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dengan
peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan terbantu
dalam mengurus izin yang diperlukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aspek ketepatan waktu, capaian pelayanan yang tepat waktu juga

menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase mencapai 95%. Pelayanan yang tepat
waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik.
Peningkatan ketepatan waktu dalam pengolahan permohonan perizinan dan non-
perizinan ini menunjukkan efisiensi proses administrasi yang telah diterapkan oleh
aparatur kecamatan. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih
baik, pelatihan bagi petugas pelayanan, serta penyederhanaan prosedur yang
memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah

kecamatan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan feedback akan terus didorong




untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan
kebutuhan mereka.

Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan di
tingkat kecamatan. Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk
memperkuat kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dalam

menciptakan masyarakat yang sejahtera.

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 3

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2024 Interprestasi
Target | Realisasi | %
1. | Meningkatkan Tata Nilai SAKIP Nilai B B 100 | Sangat berhasil
kelola Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan menjadi
salah satu langkah strategis yang diambil. Capaian Nilai SAKIP tahun ini menunjukkan
hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator nyata dari komitmen pemerintah
kecamatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan mencapai 100%, yang mencerminkan
peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini diperoleh melalui
penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
kinerja. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berhasil
dalam menyusun rencana kerja yang lebih baik, melaksanakan program-program secara
efektif, serta melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini adalah peningkatan
kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kecamatan. Melalui pelatihan dan
pengembangan kompetensi, aparatur kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi
tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penggunaan
teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan kinerja juga turut
mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan masyarakat untuk

mengakses informasi terkait kinerja pemerintahan.
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Meskipun capaian Nilai SAKIP ini menunjukkan hasil yang positif, pemerintah
kecamatan tetap menyadari pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan.
Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja akan menjadi fokus utama dalam
setiap langkah yang diambil ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses
pengawasan dan pelaporan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah
semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan merupakan langkah
awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk
terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator
Kinerja Daerah (IKD), berikut capaian IKD Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten
Padang Pariaman tahun 2023 :

Tabel 2.2.4
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Sungai Garingging
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Target IKD Perangkat Realisasi Proyeksi c I
. L. . . atatan Analisis
No | Indiaktor Kinerja Daerah Daerah Capaian Capaian
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1. | Persentase Pelaksanaan 100 100 100 100 95% 96% | 96% | 97%
Pelayanan Kecamatan % % % %
2. | Persentase Partisipasi 100 100 100 100 100% | 96% | 96% | 97%
Masyarakat Desa % % % %
terhadap Pembangunan
Daerah
3. | Persentase Trantibmas 100 100 100 100 95% 96% | 96% | 97%
dan Pencegahan Tindak % % % %
Kriminal Yang
dilaksanakan
4. | Persentase 100 100 100 100 100% | 96% | 96% | 97%
terselenggaranya urusan % % % %
pemerintahan umum di
Kecamatan
5. | Persentase terbina dan 100 100 100 100 | 95% 96 96% | 97%
pengawasan % % % % %

pemerintahan desa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah




Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Geringging
dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga
indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah
kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang
berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging
sebagai berikut :

a. Tingkat Kinerja Kecamatan Sungai Geringging dari 5 indikator terdapat 3

indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
1. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan
2. Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan
3. Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kecamatan Sungai Geringging antara lain :
1. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di kecamatan akibat
banyaknya jabatan Kasi yang tidak terisi
2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal
3. Belum Optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang
mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek
yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi
secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin
dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar
program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review,
diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama
pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan
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dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga
rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu
menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen
semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan
mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik
untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan
kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan,
program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan
efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan
dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai
tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Kecamatan Sungai Geringging

per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ( T-C 31)

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat
atatan
P m/Kegiatan/Sub . . L Target . P m/Kegiatan/Sub . :
rogramBeglataniou Lokasi Indikator Kinerja arge Pagu Indikatif rogramyh.eglataniou Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana | Penting
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PROGRAM PENUNJANG | Kecamatan | Persentase  Terpenuhinya PROGRAM PENUNJANG Kecamatan Persentase Terpenuhinya
. : 0, . 0,
URUSAN PEMERINTAHAN Sungai PDelayéilnan Pemerintahan 100% URUSAN Sungai Pelayanan Pemerintahan Daerah 100%
DAERAH KABUPATEN | Geringging acra PEMERINTAHAN Geringging
/KOTA gﬁ:r‘ah SA}II(;;’H P;rj;%;:: 5B 842.210.304 | DAERAH KABUPATEN Nilai SAKIP Perangkat Daerah s 842.210.304
Inspektorat /KOTA Hasil Evaluasi Inspektorat
Persentase temuan BPK o Persentase temuan BPK yang o
yang ditindak lanjuti 100% ditindak lanjuti 100%
2 PROGRAM Kecamatan PROGRAM Kecamatan
PENYELENGGARAAN Suneai Persentase Pelaksanaan 100% 11.262.000 PENYELENGGARAAN Suneai Persentase Pelaksanaan 100% 11.262.000
PEMERINTAHAN DAN | r‘i‘n gain Pelayanan Kecamatan ° he PEMERINTAHAN  DAN | r‘iln gain Pelayanan Kecamatan ° D
PELAYANAN PUBLIK CTINEEINE PELAYANAN PUBLIK CTIngeng
3 PROGRAM L PROGRAM L
Kecamatan | Persentase Partisipasi Kecamatan Persentase Partisipasi
if/ysgigﬁéngES A DAN Sungai Masyarakat DesaTerhadap 100% 30.785.000 ﬁg@iﬁﬁqAN DESA Sungai Masyarakat Desa  Terhadap 100% 30.785.000
KELURAHAN Geringging | Pembangunan Daerah DAN KELURAHAN Geringging Pembangunan Daerah
4 . PROGRAM .
PROGRAM KOORDINASI, | Kecamatan | Persentase Kantrantibmas KOORDINASI Kecamatan Persentase Kantrantibmas dan
KETENTRAMAN DAN Sungai dan  pencegahan tindak 100% 5.468.000 KETENTR AM,AN DAN Sungai pencegahan tindak kriminal 100% 5.468.000
KETERTIBAN UMUM Geringging | kriminal yang dilaksanakan KETERTIBAN UMUM Geringging yang dilaksanakan
3 PROGRAM Kecamatan | Persentase terselenggaranya PROGRAM Kecamatan Persentase terselenggaranya
PENYELENGGARAAN Sungai urusan pemerintahan umum 100% 29.760.500 PENYELENGGARAAN Sungai urusan pemerintahan umum 100% 29.760.500
URUSAN PEMERINTAHAN | _* £a il P . URUSAN Gon 2 dil f
UMUM eringging ikecamatan PEMERINTAHAN UMUM eringging ikecamatan
6 PROGRAM PEMBINAAN | Kecamatan | Persentase terbina  dan PROGRAM PEMBINAAN Kecamatan Persentase terbina dan
DAN PENGAWASAN Sungai pengawasan Pemerintahan 100% 5.130.000 | DAN PENGAWASAN Sungai eneawasan Pemerintahan Desa 100% 5.130.000
PEMERINTAHAN DESA Geringging | Desa PEMERINTAHAN DESA Geringging | PE"&&W
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2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis
sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan
bukan oleh Kecamatan Sungai Geringging Namun dalam proses ini Kecamatan Sungai
Geringging mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan
masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Sungai
Geringging terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari
masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum

dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5
No Program/K'eglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Catatan
Kegiatan Volume
Rehab Jalan Kalawi menuju Kalawi, Nagari Kondisi perkerasan
1 Sungai Limau Kuranji Hulu jalan 3 km
Peningkatan Saluran Irigasi
Jalan Simp. Kalawi menuju Kalawi, Nagari Kondisi saluran
2 Banda Gadang Kuranji Hulu irigasi 500 m
Pembangunan Tali Banda Kampung Baru,
3 Jalan Kampung Baru Nagari Kuranji Hulu | Kondisi drainase 1700 m
Pasar Sungai
Pengaspalan dan Drainase Geringging, nagari Kondisi perkerasan
4 jalan lingkar pakan taranak Malai Ill Koto jalan dan drainase 3 km
Pengaspalan jalan simpang 4
lambeh mudiak menuju Lambeh, Nagari Kondisi jalan
5 Durian Tuga Malai Ill Koto perkerasan jalan 3 km
Ujung Tanah,
Pembangunan irigasi Banda Nagari Malai lll
6 kapau Koto Kondisi Irigasi 1 paket




BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di
tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang
dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman
utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan
menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan
daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah
Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang
menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM
maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Sungai Geringging lebih
pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Kecamatan. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam
merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk kecamatan, agar selaras dengan visi
dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang
direncanakan pada tingkat kecamatan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan
target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja
Kecamatan Sungai Geringging adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan
selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus
diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas
nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang
relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan

nasional.
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Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah
bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini
memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta
memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan
demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi
juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi
Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan
RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No |Visi RPJMN Tahun 2025- Visi Misi RPJMD Provinsi Visi Misi RPJMD
2029 Sumatera Barat Tahun Kabupaten Padang
2025-2029 Pariaman Tahun 2025-
2029
Bersama Indonesia Maju Sumatera Barat Madani | Padang Pariaman Maju
Menuju Indonesia Emas 2045 yang Maju dan dan Sejahtera
Berkeadilan
1.  |Memperkokoh ideologi Pendidikan Merata, Mewujudkan tata Kelola
Pancasila, demokrasi, dan |Kesehatan Berkualitas pemerintahan yang
hak asasi manusia (HAM) berkualitas dan
berintegritas
2. |Memantapkan sistem Lumbung Pangan Nasional [Menciptakan SDM yang
pertahanan keamanan Dan Ekonomi berkualitas dan berdaya
negara dan mendorong Berkelanjutan saing

kemandirian bangsa
melalui swasembada
pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi
digital, ekonomi hijau dan
ekonomi biru

3 |Melanjutkan Nagari/Desa Sebagai Basis|Mewujudkan
pengembangan Kemajuan Pembangunan
infrastruktur dan Ekonomi Inklusif, Maju dan
meningkatkan lapangan Merata

kerja yang berkualitas
kreatif serta
mengembangkan
agromaritim industri di
sentra produksi melalui
peran aktif koperasi




Memperkuat
pembangunan sumber
daya manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial dan
generasi Z) dan
penyandang disabilitas

Sumatera Barat Pusat
Perdagangan Dan Bisnis
Sumatera Bagian Barat

Mewujudkan Infrastruktur
yang Berkualitas dan
Berkelanjutan

Melanjutkan hilirisasi dan
mengembangkan industri
berbasis sumber daya
alam untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri

Membangun Infrastruktur
Berkeadilan Dan Siap
Tanggap Bencana

Mewujudkan Kehidupan
Sosial yang Religius,
Harmonis dan
Berbudaya

Membangun dari desa dan
dari bawah untuk
pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan
pemberantasan
kemiskinan

Membangun Kehidupan
Beradat Dan Berbudaya
Berbasiskan Agama,
Kearifan Lokal Melalui
Dukungan

Keluarga Yang Berkualitas

Memperkuat reformasi
politik, hukum dan
birokrasi serta
memperkuat pencegahan
dan pemberantasan
korupsi, narkoba, judi dan
penyelundupan

Tingkatkan Daya Saing
Pariwisata Dan Akselerasi
Ekonomi Kreatif Untuk
UMKM

Memperkuat penyelasaran
kehidupan yang harmonis
dengan lingkungan, alam
dan budaya, serta
peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk
mencapai masyarakat
yang adil dan makmur

Tata Kelola Pemerintahan
Bersih Dan Pelayanan
Publik Yang Efektif

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten

Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026
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Tabel 3.1.1

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman
dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No Agenda/Prioritas Prioritas Pembangunan | Prioritas Pembangunan
Nasional RKPD Provinsi Sumatera | RKPD Padang Pariaman
BaratTahun 2026 Tahun 2026
Tema Tema Tema

1. |Prioritas Nasional 1: Prioritas 2. Prioritas 1.
Memperkokoh ideologi
pancasila, demokrasi dan |Meningkatkan tata Peningkatan Kualitas
hak azazi manusia kehidupan sosal Kehidupan Beragama

kemasyarakatan berlandaskan "adat
berdasarkan falsafah Adat [basandi syarak, syarak
basandi kitabullah"

2. |Prioritas Nasional 2: Prioritas 3. Prioritas 3.
Memantapkan sistem Penguatan Ketahanan
pertahanan keamanan Meningkatkan nilai tambah [Ekonomi yang Berkualitas
negara dan mendorong dan produktifitas pertanian, |[dan Berkeadilan
kemandirian bangsa perkebunan, peternakan
melalui swasembada dan perikanan
pangan, energi, air, Prioritas 4.
ekonomi syariah, ekonomi
digital, Meningkatkan usaha
ekonomi hijau, dan perdagangan dan industry
ekonomi biru kecil/menengah serta

ekonomi berbasis digital
Prioritas 5.

Meningkatkan ekonomi
kreatif dan berdaya Saing
kepariwisataan

Prioritas 6.

Meningkatkan
Pembangunan Infrastruktur
yang berkeadilan dan
berkelanjutan

3. |Prioritas Nasional 3: Prioritas 3. Prioritas 2.

Meningkatkan lapangan
kerja yang berkualitas,
mendorong
kewirausahaan,
mengembangkan industri

Meningkatkan nilai tambah
dan

produktifitas pertanian,
perkebunan, peternakan
dan perikanan

Penguatan Infrastruktur
Publik yang ramah
lingkungan dengan
memperhatikan tata ruang
wilayah




kreatif, dan melanjutkan
pengembangan
infrastruktur

Prioritas 5.

Meningkatkan ekonomi
kreatif dan

berdaya Saing
kepariwisataan

Prioritas 6.

Meningkatkan
Pembangunan Infrastruktur
yang berkeadilan dan
berkelanjutan

Prioritas 6.

Peningkatan kualitas
pelayanan dasar

Prioritas Nasional 4:
Memperkuat
pembangunan sumber
daya manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga,
kesetaraan

gender, serta penguatan
peran perempuan,
pemuda, dan penyandang
disabilitas

Prioritas 1.

Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya

Manusia yang sehat,
berpengetahuan, terampil
dan berdaya saing

Prioritas 2.

Meningkatkan tata
kehidupan sosial
kemasyarakatan
berdasarkan falsafah Adat
Basandi Syara’ — Syara’
Basandi Kitabullah

Prioritas 4.

Peningkatan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas
dan Berdaya Saing dan
Berketahanan Sosial

Prioritas Nasional 5:

Melanjutkan hilirisasi dan
industrialisasi untuk
meningkatkan nilai tambah
di dalam negeri

Prioritas 3.

Meningkatkan nilai tambah
dan produktifitas pertanian,
perkebunan, peternakan
dan perikanan

Prioritas 4.

Meningkatkan usaha
perdagangan dan
industri kecil/menengah
serta ekonomi berbasis
digital

Prioritas 3.

Penguatan Ketahanan
Ekonomi yang
Berkualitas dan
Berkeadilan

Prioritas Nasional 6:
Membangun dari desa dan
dari bawah untuk
pemerataan ekonomi dan

Prioritas 3.

Meningkatkan nilai tambah
dan produktifitas pertanian,
perkebunan, peternakan
dan perikanan

Prioritas 3.

Penguatan Ketahanan
Ekonomi yang
Berkualitas dan
Berkeadilan
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pemberantasan Prioritas 4.
kemiskinan

Meningkatkan usaha

perdagangan dan

industri kecil/menengah

serta ekonomi berbasis

digital

Prioritas 6.

Meningkatkan

Pembangunan Infrastruktur

yang berkeadilan dan

berkelanjutan

7. |Prioritas Nasional 7: Prioritas 7. Prioritas 5.
Memperkuat reformasi
politik, hukum, dan Mewujudkan tata kelola Peningkatan Kualitas
birokrasi, serta Pemerintahan Pelayanan Publik
memperkuat pencegahan |dan pelayanan publik yang |yang bersih, transparan
dan bersih, akuntabel serta dan akuntabel
pemberantasan korupsi  |berkualitas
dan
narkoba
8. |Prioritas Nasional 8: Prioritas 2. Prioritas 1.

Memperkuat penyelarasan
kehidupan yang harmonis |Meningkatkan tata Peningkatan Kualitas
dengan lingkungan, alam, |kehidupan sosial Kehidupan
dan budaya, serta kemasyarakatan Beragama berlandaskan
peningkatan toleransi berdasarkan falsafah Adat |'adat basandi syarak,
antarumat beragama untuk|Basandi Syara’ — Syara’ syarak basandi kitabullah
mencapai masyarakat Basandi Kitabullah
yang adil dan
makmur

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk
mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah.
Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan
yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap
perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta

berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.



Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat
dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk
mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas,
perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada,
sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya.
Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap
kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang
yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil.
Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat
yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan
daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan
meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan
dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan
dan sasaran Renja Kecamatan Sungai Garingging Tahun 2026 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah
ditetapkan, maka Tujuan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2026 adalah "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas

Umum Pemerintahan Kecamatan” dengan Indikator Tujuan “Presentase

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat dan Nilai

Sakip Pemerintah Daerah” dan ”Meningkatnya kualitas tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan daerah” dengan indikator tujuan “Nilai SAKIP

Pemerintah Daerah”
B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja

Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Visi Misi Tujuan OPD Indikator Tujuan OPD| Target Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
2026 Strategis 2026
Padang Mewujudkan Tata|Meningkatnya  kualitas |Nilai SAKIP 72,19 Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat| 71,50
Pariaman Maju|Kelola Pemerintahan |tata kelola|Pemerintah Daerah Transparansi dan|Daerah
dan Sejahter yang Berkualitas dan |penyelenggaraan Akuntabilitas
Berintegritas pemerintahan daerah Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kinerja|Persentase 100 Meningkatnya kualitas | Persentase Jumlah 100
Penyelenggaraan Tugas |pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan |penyelenggaraan
Umum Pemerintahan [pelimpahan sebagian urusan pemerintahan|pemerintahan umum yang
Kecamatan urusan pemerintahan umum terselenggaranya ditingkat
Bupati kepada Camat kecamatan
Meningkatkan Peran|Presentase partisipasi 78

Serta Masyarakat desa
dalam Proses

Pembangunan

Masyarakat desa terhadap

pembangunan daerah




Tabel 3.2.2
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

NO ASPEK/SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE KET
UTAMA
2026
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan % 3,15
2 | Persentase Sarana dan Prasarana % 100
Kecamatan dalam kondisi baik
3 | Persentase Partai Politik yang Aktif di % 75
Kecamatan
4 | Persentase Ormas yang aktif di % 100
Kecamatan
5 | Persentase Permasalahan Keamanan % 100
dan Ketertiban yang terselesaikan
6 | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan % 40
7 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan % 100
Yang Aktif
8 | Persentase UKM yang difasilitasi dalam % 35

Pengembangan Usaha

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program
dan Kegiatan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2026 sebagai berikut :

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,
Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat
daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi
menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi

menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai
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visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan
Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui
pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka
program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis
seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang
mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan
layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program
yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang
kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu
melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang
ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan
sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan memastikan bahwa
setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Sungai
Garingging mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang
Pariaman Berjaya.

1. Tugas dan Fungsi kecamatan untuk meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat desa dan/atau nagari serta membantu Bupati melaksanakan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari.

b. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan
program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2026 maka dirumuskanlah rekapitulasi program,
kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :



PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Target
2026
Program Penunjang Urusan Meningkatnya Persentase rekomendasi 100
Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Urusan LHE SAKIP yang
Kabupaten/Lkota Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti
Survey Kepuasan 85.00
Masyarakat (SKM)
Persentase Temuan 100
BPK yang ditindak lanjuti
Program Penyelenggaraan Meningkatkan koordinasi dan Nilai PEKPPP Mandiri 3,15
Pemerintahan Dan penyelenggaran urusan Kecamatan
Pelayanan Publik pemerintahan terkait Persentase Sarana dan 100
Pelayanan Publik Prasarana Kecamatan
dalam kondisi baik
Program Penyelenggaraan Meningkatkan koordinasi dan Persentase Partai Politik 75
Urusan Pemerintahan Umum penyelenggaran urusan yang Aktif
pemerintahan ~ umum  di Persentase Ormas yang 100
Kecamatan aktif di Kecamatan
Program Koordinasi Meningkatkan koordinasi lintas Persentase 100
Ketentraman Dan Ketertiban sektor dalam menjaga Permasalahan
Umum ketentraman dan Ketertiban Keamanan dan
Umum Ketertiban yang
terselesaikan
Program Pembinaan Dan Meningkatkan pembinaan dan Persentase Desa 40
Pengawasan Pemerintahan pengawasan Mandiri di Kecamatan
Desa penyelenggaraan
pemerintahan desa
Program Pemberdayaan Meningkatkan pembinaan dan Persentase Lembaga 100
Masyarakat Desa Dan pengawasan Kemasyarakatan Yang
Kelurahan penyelenggaraan Aktif
pemerintahan desa Persentase UKM yang 35

difasilitasi dalam

Pengembangan Usaha
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Tabel 3.3 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Tahun 2026

Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan . L Tahun 2027
. Indikator Kinerja
pemerintahan Daerah dan . Catatan
Kode Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Penting
. Kegiatan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Kegiatan . . Sumber .
Lokasi Capaian Dana/Pagu D Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif ana Kinerja Indikatif
PEMERINTAH KECAMATAN 800.124.517,18 957.688.291,00
SUNGAI GERINGGING
7 UNSUR KEWILAYAHAN 800.124.517,18 957.688.291,00
7.01 KECAMATAN 800.124.517,18 957.688.291,00
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG 709.707.867,18 783.860.291,00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen 5 Dokumen 3.570.000,00 7.470.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan Perangkat
Kinerja Perangkat Daerah Daerah
7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kec. Sungai 5 Dokumen 1.580.000,00 3.250.000,00
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Geringging DAU
Daerah
7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kec. Sungai 2 Laporan 1.270.000,00 720.000,00
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Geringging
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan DAU
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kec. Sungai 1 Dokumen 720.000,00 3.500.000,00
Kinerja Perangkat Daerah Geringging DAU
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 443.374.400,00 484.835.773,00
Perangkat Daerah yang sesuai dengan
perundang-undangan
7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Kec. Sungai 14 400.000.000,00 441.711.373,00
ASN Menerima Gaji dan Geringging Orang/bulan DAU

Tunjangan ASN




7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Kec. Sungai 12 Dokumen 42.224.400,00 42.224.400,00
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Geringging
Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Kec. Sungai 1 Laporan 1.150.000,00 900.000,00
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD dan Geringging
SKPD Laporan Hasil Koordinasi DAU
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum 118.950.167,18 122.010.018,00
Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Kec. Sungai 4 Paket 4.088.000,00 4.172.000,00
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Geringging DAU
Disediakan
7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Kec. Sungai 4 Paket 4.115.500,00 4.099.800,00
Tangga Rumah Tangga yang Geringging DAU
Disediakan
7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Kec. Sungai 4 Paket 4.430.300,00 4.430.000,00
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Geringging DAU
yang Disediakan
7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kec. Sungai 12 Laporan 8.325.000,00 DAU 8.325.000,00
Kunjungan Tamu Geringging
7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi umlah Laporan Kec. Sungai 450 Laporan 97.991.367,18 100.983.218,00
dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Geringging
Koordinasi dan Konsultasi DAU
SKPD
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik 30.085.000,00 30.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Kec. Sungai 3 Unit 30.085.000,00 30.000.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor Geringging
Lainnya atau Bangunan Lainnya yang DAU
Disediakan
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 92.328.300,00 113.864.500,00
Urusan Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Kec. Sungai 12 Laporan 6.081.800,00 DAU 6.062.000,00
Jasa Surat Menyurat Geringging
7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Kec. Sungai 12 Laporan 9.446.500,00 9.402.500,00
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Geringging
Daya Air dan Listrik yang DAU
Disediaka
7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Kec. Sungai 12 Laporan 76.800.000,00 98.400.000,00
Kantor Jasa Pelayanan Umum Geringging DAU

Kantor yang Disediakan
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7.01.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

21.400.000,00

25.680.000,00

7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Kec. Sungai 2 Unit 18.720.000,00 DAU 18.000.000,00
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Geringging
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Kec. Sungai 1 Unit 0,00 DAU 5.000.000,00
Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Geringging
Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan Kec. Sungai 5 Unit 2.680.000,00 DAU 2.680.000,00
dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor Geringging
Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 PROGRAM 34.050.000,00 78.878.000,00
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan 31.677.000,00 76.878.000,00
Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat
Kecamata
7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlah Laporan Kec. Sungai 1 Laporan 30.303.000,00 DAU 70.378.000,00
dan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi/Sinergi Geringging
Pemerintahan dengan Perangkat Perencanaan dan
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkai
7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen Kec. Sungai 1 Dokumen 1.374.000,00 DAU 6.500.000,00
Pemerintahan di Tingkat Peningkatan Efektifitas Geringging
Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan 2.373.000,00 2.000.000,00
Pemerintahan yang Dilimpahkan
kepada Camat
7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kec. Sungai 1 Laporan 2.373.000,00 DAU 2.000.000,00
yang terkait dengan Nonperizinan Nonperizinan pada Urusan Geringging

Pemerintahan

7.01.03

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

17.299.150,00

52.600.000,00




7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan 2 Dokumen 13.801.750,00 49.100.000,00
Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Lembaga Kec. Sungai 8 Lembaga 2.859.000,00 DAU 10.500.000,00
dalam Forum Musyawarah Kemasyarakatan yang Geringging Kemasyarakat
Perencanaan Pembangunan di Berpartisipasi dalam Forum an
Desa Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Jumlah Dokumen Kec. Sungai 4 Dokumen 1.026.750,00 DAU 6.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Sinkronisasi Program Kerja Geringging
Masyarakat yang Dilakukan oleh dan Kegiatan Pemberdayaan
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Masyarakat yang Dilakukan
Kerja Kecamatan oleh Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Kec. Sungai 4 Laporan 9.916.000,00 DAU 32.600.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Geringging
Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Jumlah Dokumen 2 Dokumen 3.497.400,00 3.500.000,00
Kemasyarakatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kecamatan Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan
7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Lembaga Kec. Sungai 2 Lembaga 1.998.900,00 2.000.000,00
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang Geringging Kemasyarakatan
Ditingkatkan Kapasitasnya
7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah Laporan Fasilitasi Kec. Sungai 1 Laporan 1.498.500,00 1.500.000,00
Ekonomi Masyarakat Pengembangan Usaha Geringging
Ekonomi Masyarakat
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI 2.695.000,00 6.500.000,00
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Jumlah laporan Koordinasi 2.695.000,00 6.500.000,00
Penyelenggaraan Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Ketentraman dan Ketertiban
Umum Umum
7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Jumlah Laporan Hasil Kec. Sungai 4 Laporan 1.000.000,00 DAU 4.400.000,00
Negara Republik Indonesia, Tentara | Sinergitas dengan Kepolisian Geringging
Nasional Indonesia dan Instansi Negara Republik Indonesia,
Vertikal di Wilayah Kecamatan Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Jumlah Laporan Kec. Sungai 4 Laporan 1.695.000,00 DAU 2.100.000,00
Tokoh Agama dan Tokoh Pelaksanaan Harmonisasi Geringging

Masyarakat

Hubungan dengan Tokoh
Agama dan Tokoh
Masyarakat
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7.01.05 PROGRAM 30.372.500,00 29.850.000,00
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UuMuM
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Jumlah Laporan 1 Laporan 30.372.500,00 29.850.000,00
Pemerintahan Umum Sesuai Penyelenggaraan Rapat
Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan Jumlah Orang yang Kec. Sungai 60 Orang 29.772.500,00 DAU 27.800.000,00
dan Ketahanan Nasional dalam Mengikuti Pembinaan Geringging
rangka Memantapkan Pengamalan Wawasan Kebangsaan dan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Ketahanan Nasional dalam
Undang Dasar Negara Republik rangka Memantapkan
Indonesia Tahun Pengamalan Pancasila,
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal | Pelaksanaan
Ika serta Pemertahanan dan Undang-Undang Dasar
Pemeliharaan Keutuhan Negara Negara Republik Indonesia
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas Kec. Sungai 1 Dokumen 600.000,00 DAU 2.050.000,00
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Forum Koordinasi Pimpinan Geringging
di Kecamatan
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN 6.000.000,00 6.000.000,00
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Laporan Fasilitasi, 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00
Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi dan Koordinasi
Pengawasan Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Jumlah Dokumen yang Kec. Sungai 4 Dokumen 1.500.000,00 DAU 1.500.000,00
Desa dan Peraturan Kepala Desa Difasilitasi dalam rangka Geringging
Penyusunan Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah Dokumen yang Kec. Sungai 4 Dokumen 1.500.000,00 DAU 1.500.000,00
Pemerintahan Desa Difasilitasi dalam rangka Geringging

Administrasi Tata
Pemerintahan Desa




7.01.06.2.01.0003

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Jumlah Dokumen yang Kec. Sungai 4 dokumen 1.500.000,00 DAU 1.500.000,00
Desa dan Pendayagunaan Aset Difasilitasi dalam rangka Geringging
Desa Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Jumlah Dokumen Fasilitasi Kec. Sungai 4 Dokumen 1.500.000,00 DAU 1.500.000,00
Fungsi Badan Permusyawaratan dalam rangka Pelaksanaan Geringging

Desa

Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KAB. PADANG PARIAMAN

TAHUN 2026
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKNUAAN MAIO RESCANA
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / AKHIR REALISASI CAPAIAN TAHUN 2027
IRUSAN | PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PER DAERAH
$O0E: OUTCOME / KEGIATAN | KEQIATAN] 808 PERIODE | Rensa oD | TARGET RENJA PR PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
SUB KEGIATAN oPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS!H SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 6 7 a8 9 10 n" 12 13 14 15 186 17
PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING 800.124.517,18 957.688.291,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 167.216.650,00 272 228.000,00
701 KECAMATAN 167.216.650,00 272 228.000,00
70101 PROGRAM PENUNJANG Persentase Temuan BPK - 100 % 76.800 000,00 98 400 000,00
URUSAN PEMERINTAHAN | yeng ditindak lanfuti
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
[ F 100 100 100 100 76.900.000,00 98.400.000.00
Penyelenggaraan Urusan LHE SAKIP yang
Pemerintahan Daerah | ditindakianjuti (%)
Persentase Temuan BPK
yang ditindak lanjut]
Survey Kepuasen
Masyarakat (SKM)
T 01205 Adminestias Kepagawman Jumlah ASN yang 9 Ovang 0,00 L " P 0,00 | PEMERBITAH KECAMATAN
Pecangkat Deerah Tedas®ias Nak Panghat, treformssi | n Tata Kecamatan Sunga SUNGAI GERINGGNG
Jumbah ASN yang leviasblast pos, Kotola Pem | Geringang
Gay Barkala, Jumlah SKP hukum dan | erntahan
ASN, Junfah ASN birckeast, Dan
Tertastias Pobayaran TFP sorta memp | Pelayanan
etkuat penc | PLOIK Yang
egahan dan | Borsih,
pemberant | Akurtabel
asan Serta
korupsi, Beskualitas
narsoba 5 Mawuud
M, dan pe | kan
nyciudupan | Kshidupan
. Soskal yang
Raligus,
L
dan
Berbudaya
701.01 2.05 0002 Pengadaan Pakaien Dinas baseria Alribut Kelengkapannya
Jumdah Pake! Pakavan Dines 14 Paket 0,00 | Kab Padang DANA ALOKASI 1 f 0,00 | PEMERBTAH KECAMATAN
besarta Atnbut Kelongk apen Pasaman UMUN (DALY treformas: | n Tata Kecameten Sunges SUNGAI GERINGGING
Semun ik, Kedols Pern | Geringong
Kacamatan, husam dan | erntanan
Semus KebDesa tuckmsi, | Dan
sorta memp | Polayanan
erkuat penc | Pubiik Yang
egahan dan | Bersih,
pembernnt | Akuniabel
asan Serta
korupsi, Berkunhtas
narkoba. 5 Mewwud
Mdi, dan pe | kan
nystudupan | Kefidupan
Soswl yang
Raligus,
Harmones
dan
Berbudaya




URUSAN ! BIDANG

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN/SUB
KEGIATAN

TARGET

PERIODE
RENSTRA

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

TARGET
2025 2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN

MAJU RENCANA
TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

1

1"

16

17

Jumiah Laporan Penyecdaan
Jasa Swal Memyurst

12 Lapaean

6.081.800,00

DANA ALOKASI
UIAUM (DAU)

Kecamatan Sungsi
Gefingging

6.062.000,00

PEMERNITAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING

XXX01.208.0002

Ponyediaan Jasa Komunikas,

Sumber Daya Ar den Listnk

Jumnlah Laporan Penye diaon
Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Drsediakan

12 Laporan

9.446.500,00

Kab. Padang
Panarman,
Sungai
Garingging,
Semua KelDesa

DANA ALOKAS]
UMUM (DAL}

Kahidupan
Sosial yang
Reigi

IS

Barbucayn

i(nmdm Sungai
Geringging

9.402 500,00

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING

XXX01200

Pomaitaraan Barang Wik
Daomd Penunjeng Urusan
Pemerintahan Daerah

larkeiola
Jurnlah folaf nitaf asel

Jurnlats clyek asel yanyg -

urdefined
urdefinod

21 400,000,00

Parmerirdsh
Kacamatan Sungai
Garingging

25 680 000,00

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING

XXX 01.2.00.0001

 dan Pajak

Dings atau

Denas Jabatan
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VRUMAM/ BDANG INDIKATOR PROGRAM | |  AKMIR. APAAN A AT LA DM KER A RENDNANN TAHUN 2027
URUSAN / PROGRAM | PERANGKAT DAERAH
KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME /| KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD 2026 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
DAERAH
2 3 4 5 i 8 9 10 1" 13 16 17
XXX01207 Pangadaan Barang Mik Jurnfal penambaban rw U 30085 000,00 5. 30.000.000,00 [ PEMERINTAH KECAMATAN
Deerah Penunjeng asel kan SUNGAI GERINGGING
Pemenntah Daerah Kehidupan
Sosul yang
Raligus,
Harmonis
dan
Berbudanya
XXX01207 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gadung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jurmdah Urut Ssvana dan 3 Ut 30085 000,00 | Kab Padang DANA ALOKAS| 5 Mewuud 30.000.000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Prasarane Gedung Kantor Panerman, UMUM (DAU) kan SIMGAI GERINGGNG
ataw Bangunan Lainnya yang Bungai Kehidupan
Disediakan Ganrggng, Sosml yang
Samua KelDasa Religus,
Harmonis
dan
Berbudaya
X XX01208 P Jasa Panunpng | Jumtali jasa panunjang = 12 butan 15526 300,00 5. Mewyy 15,464 500,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Urusan Pemerirdshan urusan pemesintal yaog Kan SUNGAI GERINGGING
Desrah tersadia Jumiah @sa Kehudupan
DENUENg pevkAnIoan yang Sosial yang
diseckakan Religus,
Harmont
dan
Berbudaya
XXX 012080001 Penyedinan Jasa Surat Menyurat




URUSAN/ BIDANG
1

INDIKATOR PROGRAM |
suB

F U
OUTCOME / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

KEGIATAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

SUMSER DANA

KELOMPOK
SASARAN

MAJU RENCANA
TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PENANGGUNG JAWAB

9

1

%

17

Jurmiah Pakel Baang
Colakan dan Penggandaan
yang Disadigkan

4 Paket

4.430.300 00

DANA ALOKAST
UMIUM (DAU)

Pemenntan
Kocamalan Sunga
Garinggng

4.430000,00

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING

X XX01 2060008

Fasitas Kunyyungan Temu

Jurmiah Laporan Fasétas:
Huryungan Tamu

12 Loporan

8325 000,00

Kab Padang
Panaman,

Garingging,
Semua KelDesa

DANA ALOKASI
UMM (DALY

5 Mevayud
ken

Soskl yang
Harmanis
dan
Beebudayn

Pemenntat
Kecamaton Sunga
Gannggng

832500000

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGA| GERINGGING

XX0(01.206.0000

AS0 Leporan

07 901 387 16

Kab Padang
Paneman,

Garingang,
Sermua KelDasa

DANA ALOKAST
UMUM (DALY

politik,

tHrokiEs|,
S8rta Memp

egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkcbn,
jum, dan po
nyeludupan

5 Mewujud
kan

Kenidhupen
Scskl yang

Harmanis
dan
Berbudays

100.983216,00

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNHGA| GERINGGING
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URUSAN/ BIDANG
URUSAN | PROGRAM /
OUTCOME ! KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM {
KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA

CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PRIORITAS

NASIONAL

SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

14

9

"

15

16

1w

XXX01.2.06

Admirestras Umum
Pesangiat Daerah

Jumish surat dinas yang
faradminstras sesus)

poiayanan yang lfasitasi

700 buah

116.950.167,18

Nemperiua
treformasi
pobis,
huum dan
Hrokiasi,
erkust penc

egahan dan
remberant

korugsi,

s, den pe
ryeiudupan

Pemennian
Kecamatan Sungal
Geringing

122010018,00

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING

XXX01.2.06.0002

Penyediaan Perafatan dan Periengkapan Kanior

Jumigh Paket Perafatan dan
Parlengkapan Kardor yang
Disediaten

4 Fakel

4.065.000,00

Kab. Padeng
Sungai

Ganngging,
Sermua KetDesa

DANA ALOKAS!
UMUM (DAU)

Nemperiua
L refommasi

tuisum dan
birokras,

erkuat penc
egahan dan
pembsrant
Korupsi,

ud, dan pe
ryeudupen

5. Mewyud

Kehidupan
Sosial yang
Religgu

Harmonis

Berbudaya

Pemenniah
Kecamatan Sungai
Geringging

417200000

PEMERMTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING

XXXD1.2.06.0003

Penyediaan Peseiatan Rumah

Tangga

Junleh Paket Psralatan
Aumsh Tangga yeng
Disediskan

4 Paket

4.115.500,00

DAINA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
Lrgfonmasi

lufum dan
tirokmas,

erkuat penc
egahn dan
pembarent
korupsi,
rarkoba

juck, den pe
ryeludupan

5 Newyud
Ketadupan
Sosial yang
Religus,

Harmonis

Berbudaya

Pemenniah
Kecamatan Sungai
Geringging

409950000

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING

XXX0D1.206.0005

Penyediaan Barang Cetalcan dan Penggandasn




NO

URUSAN/ BIDANG
URUSAN | PROGRAM /
QUTCOME { KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN/SUB
KEGIATAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAS

9 10 1 12 13

16

7

Jumiah Orang yang
Menerma
Turyangan ASN

400,000000,00 | Kab. Padang DANA ALOKAST 5. d

Panamen,
Sungen
Garirggng,
Semus KalDess

UMUM (DAU)
Kehidupan
Sosial yang
Harmenis
dan
Berbudaya

441.711.373.00

PEMERWTAH KECAMATAN
SUNGA!I GERINGGING

XXX 012020002

Tugas ASH

Jumiah Dokumen Hasi!
Penyediaan Administrasi
Pealaksanasn Tugas ASN

12 Dokumen

DANA ALOKASI

42224 40000 | Kab. Padang
Paneman,

Sunga
noeNg,
Semua KalDzsa

UMUM (DAU)

Kecamatan Sunges
Geringgng

42.224 400,00

PEMERNTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING

XXX012020005

dan Peay

Laporan

Akbir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Kevangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasd Koorras!
Penyusunsn Laporan
Kouangan AkNY Tatun SKPD

1 Laporan

1,150 000,00 | Kab Padang DANA ALOKAST 5.

Panaman,
Sunga

nnaging,
Semua KelDesa

LMUM (DAL)

;(emm!m Sungen
Geringgng

900.000.00

PEMERTTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING
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URUSAN/ BIDANG
RUSAN | PROGRAM /

| KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

Ui

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PER T DAERAH
PENANGGUNG JAWAS

4

2 10 1" 12 13

15

16

w

Jurniah Laporan Capsan
Kinega dan Jkitisar Realisas
Kinega SKPD dan Laporan
Hasl Koordinasi Penyusunsan
Lapovan Capaian Kinana dan
Iichtisar Resbsasi Kinets
SKPD

2 Laporan

1.270000.00 | Kab. Padang DANA ALOKAS|
Panaman, LMUM (DAL}

Sunga
Garingging,
Samua KalDesa

n Teta
Kelola Pern
etintshan
Den

Kecamatan Sunges
Geringgng

720 000,00

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING

X.XX01.2.01.0007

Evaluast Kinena Parangkat Daerah

Jumiah Laporan £ valuast
Kinera Porangkat Daorah

1 Laporan

Kab. Padang DANA ALOKASI

Panaman, UMUM (0A) troformast
palilik,

5 hukum can
Samua KelDasa
seeta mamp
erkuat penc
egahan can

pembeant

koeupsl
narkoba,
Jdi, dan pe
myeludupan

Kacamatan Sunge
Geringang

3.500.000,00

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING

X.XX01.2.02

Administrast Kevangan
Perangkat Dasrah

1 Laporan

443.374.400.00 5.

'mwlmam Sungs
Getinggng

484.835.773,00

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING

XXX 01.2 020001

Ponyedisan Gaji dan Turjangan ASN




TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAIIRAAMN WA RENCANA
URUSAN/ BIDANG REALISASI TAHUN 2027
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
KODE gocatilt ! KEGIATAN / SUB PERIODE | CAPAIAN | yARGET RENJA IELONFON ey Dma
OQUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 E 5 L} 7 B ] 10 11 12 13 1 15 16 17
XXX URUSAN PEMERINTAHAN 632.907.867,18 635.460.291,00
BIDANG XX
XXX01 PROGRAM PENUNJANG Persentase terpenuhinys 100 % 632.907.867,18 635.460.291,00
URUSAN PEMERINTAHAN | Peiayanan Pemerintah B8
DAERAH Daerah undsfined
KABUPATENKOTA Nitai SAKIP Perangkat
Daerah Hasl Evaluasi
Inspektorat
- - - - - 632.907.867,18 - 685.460.291,00
XXX0120 Porancanaan, Juersdan doktimon 6 Dokurnen 3570.000,00 2 5 Ly 7.470.000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Penganggeran, dan Evakias| | perencanaan sesus aturan 1 Laporan treformasi | kan Kecamstan Sungal SUNGAI GERINGGING
Kinara Pecangkat Daarah dan fepal wakiu 100 % politik, Kehidupan | Geringgng
Jurrtah laporan hukum dan | Sosal yang
kirega dun Fhisar realisasi birokras, Religius,
knana perangkat daerah sarta memp | Harmones
Persentase Keselarasan anuat penc | den
Dokumen Perencanaan dan eganan gan | Berbudaya
Penganggaran Perangkat pembarent
Dagrmah asan
lawupss|,
narkoba,
o, dan pe
nyeludupan
XXX 01201 D001 Dokumen Perangknt Dasrah
Juméan Dokuren 6 Dokumen 1.580.000,00 | Kab Padang DANA ALOKAEL 5 ¥ 3250 000,00 | PEMERINTAH KECAMA TAN
Perencanaan Pevanghat Paraman, UNMUM (DALY troformas | kan Kocamatan Sungal SUNGAI GERINGGING
Dasah Sunga politik, Kehidupan | Gennggng
Gannaging, hukum dan | Sosal yang
Samua KelDoss birokias Raligius,
sarta memp | Harmooes
erkuat penc | den
egahan dan | Becbudaya
pembecent
asan
arupsi,
narkoba,
o, dan pe

XXX012 010006

Koordinasi dan Penyusunien Laporan Capaian Knerp dan ikhlisar Resfisasi Kinerja SKPD
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAXIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN/GEIANG INOKATORPROGRAM | |  AKHIR | REALISASL | “ppyay N het
KODE ANIUSAN 1 FROnRAMY KEGIATAN ) SUB PERIODE | SATAAN | yARGETRENJA HELOMPON ey )
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 -1 L] 7 B 9 10 " 12 13 14 15 16 1w
JSurmish Dokumen yong 4 Dokumen 1.500.000,00 | Kab Padang DANA ALOKASI | Mermbangu | Mewujudks | Masysrakal 1.500.000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
(ufasilias) dakam ramoka Panaman, UMUM (DAU) ndaridesa | n Tala SUNGAI GERINGGING
Admnistras Tata Sunga dan dan Kelola Pem
Pemanntanan Desa Garingona, bawsh ernahan
Semue KellDosa untuk pertu | Dan
mbuhan Pelayanan
eoncmi, p | Pubiix Yang
emerataan | Bersih,
wlonomi Akuntabsl
aan panoe | Sera
rantssan Berhusitas
keniskinan | 5 Mewwud
Kan
Kehiiupan
Sosnl yung
Religus,
Harmones
Berbudaya
7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Peng: en Desa dan | gunaen Asel Desa
JSumish Dokumen ysng 4 Dokuman 1.500.000,00 | Kab. Padang DANA ALOKASI Ll 1.500.000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Difasltasi dalam ramgks Pasaman, UMUM (DAL) ndaridesa | nTata SUNGAI GERINGGING
Pangelolaan Keuangan Desa Sungai dan dan Kedola Pem
don Pendayagunaan Ase! Garinggng, baweh ernmhon
Dess Senwe KellDosa untuk pertu | Dan
mhuhan Prdary anan
ekonomi, p | Publik Yang
emerataan | Bersih,
ekonomi Akuntebel
dan parmbe | Serta
raniasar Berkusitas
korniskiran | 5 Mowwud
kan
Kehid!
Sesial yang
Rehgus,
Harmores
dan
Berbudaya
7.01.06.201 0007 Fasiitas Pelaksanaan Tugas dan Fungs Badan Pammusyawaratan Desa
Jumbah Dokumen Fasitas! 4 Dokrmen 1.500 000,00 | Kab. Pedang DANA ALOKAS| | 1 1.500.000.00 | PEMERINTAH KECANATAN
davam rangka Pelaksanaan Padaman, UMUM (DAL ndandesa | nTala SUNGAI GERINGGING
Tugas dan Fungsi Badan Sungal dan dan Kelolo Pem
Permusyswarstan Oess Garingging, beawsh ernshan
Semua KellDesa untuk pertu | Dan
mbuban Pelay anan
eionomi, p | Publik Yang
emesstaan | Bessih,
“onomi Akuntabal
dan pante | Serta
rantasan | Berkuaitas
kerniskinan. | 5. Mewwud
wan
Kohidupan
Sosml yang
us,
Harmons
dan
Berbixiaya
X NON URUSAN 632.907.867,18 685.460.291,00




T PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN | BIDANG INDIKATOR PROGRAM 1 | AkHiIR | REAUSASL | “opp, ay RAHUN 22
T
KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN | SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PER/ DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN/ KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN oPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 ] 7 8 ] 10 1" 12 13 kL] 15 16 7
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN Persentsse terbina dan 100 % 6.000.000,00 6.000.000,00
DAN PEN F
PEMERINTAHAN DESA Desa
[ Mening katkan pembinsan | - . . . £6.000.000,00 | - - - - - 6.000.000,00 | -
dan pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan desa ]
7.01.06201 Fasilitasi, Rokomendasi dan | Jumleh Laporsn FasWas), 1 Laporan 6.000.000,00 i e ¥ 6000 000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
| Rekomendast don Koordnas: ndendese | n Tl SUNGAI GERINGGING
Pembinaan dan Pengawssan dan dan Kaloia Pem
Py dan P F Desa berwah enntahan
Pomenniahan Desa untuk peru | Don
mbuhan Polayonan
ekonom|, p | Publk Yang
wmesataan | Bersih,
konomi Anuntabed
dan perbe | Serta
rantasan Berkusblas
warmskinan. | 5 Mowqud
Kehdupan
Sosal yang
Religius,
Harmonis.
dan
Berbudaya
7.01 06 2.01 0001 Fasilitasi Pecyusunan Peraturan Desa dan
Poratuton Kepaia Desa
Jumish Dokumen yang 4 Dokuman 1.500.000,00 | Kab Padang DANA ALOKASI 1.500 000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
[DWasitasi dafam rangka Parierran, UMUM (DAU) nderidesa | n Tala SUNGAI GERINGGING
Peryusunan Pematuran Des9 Sungai gan dan Keloka Pem
dan Parsturan Kepala Dasa Garnnggng, bawah eintahan
Semua KalDasa urduk partu | Dast
mbuhan Pelayanan
skonomi, p | Publk Yang
Bersih
chonomi Meuntabed
dan pembe | Serts
fantasan Borkuailas
wamiskinan, | 5 Mewiqud
kan
Kehidupan
Sosnl yang
Redgius,
Hermanis
dan
Barbudoya
7.01.06 2010002 Fasditasi Adminsras: Tata Pemerintahan Dosa
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TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAME MANRENCANA
URUSAN/ BIDANG INDIKATOR PROGRAM / AKHIR REALISASI CAPAIAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PRO ! KEGIATAN | SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA | RENJAOPD | ©onrr HUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN oFD TAHUN 2024 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 7 3 4 5 7 8 9 16 1" 12 13 14 15 16 17
Anggota 100 100 100 100 30.372.500.00 29.850.000,00 | -
dan penyelenggaran Dewan darl Wilayah
urusan
umum o Kecamatan ]
Persentase Ormas yang
aktif di Kecamatan
Perasntase Partal Poiitik
yang Memiliki Perwakian
i Kecamatan
7010820 Penystenpgeraan Urusan Jumieh Laparan 1 Laporan 30.372.500.00 5. 29.850.000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Pomonntahan Umum Sesui | Peryokggaraan Ropal trolmasi | kan Kocameton Sungai SUNGAI GERINGGING
Penugasan Kepala Daerah Koordnax dsn Pembviaan oIk, Kehdupan | Gernqong
Wawassn Kebangsaan aan nukumadan | Scsal yang
Ketahanan Nasonal uirckras), Ralgus,
serta memp | Harmonss
erkuat penc | dan
egehan dan | Berbudaya
peamberant
asan
Rrupss,
naroba,
Judi, dan pa
nysbudupen
1.01.052.01 0001 P Wi Kelb cal Masional dalam rangka Me Pangarn Pancasila, F Undang-Undang Dasar Negara Repubk Indonesia Tahun
1045, Pelestanan Bhinneka Tungoal lka serta f dan Pe Negara Kesatuan Repubilik
Jumiah Ovang yang 60 Crang 20772 500.00 | Kab. Padeng DANA ALOKASI | & 5 F 27 800.000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Mangihut! Pembinaan Fanaman, UMUN (DALY trekemas) | kan Kecamatan Sungai SUNGA! GERINGGING
Wawasan Kebangsasn den Sunga politk, Kehidupan | Geringging
Ketahanan Nasonal dalarn Ganngging, hukumdan | Sosml yang
rangxa Semua KedDasa nirokrasi, Rebgius,
Pengamakin Pancasi sertn mestp | Harmones
Febisanaan erkuat penc | den
Undang-Undang Dasar egahan dan | Berbudaya
Negars Republk Indoness pemberant
Tahun 1945, Palastanan asan
Bhinnexs Tunggal lka serta orupsi,
Pomeitahanan dan narkoba,
PomeMaraan Kewlohan udi, dan pa
Negara Kesatuan Repubi upen
Indonasse
7.0106201 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pamginan di Kecamatan
Junialh Dokumen Tugas 1 Dokumen 600.000.00 | Kab. Padeng DANA ALOKASI 5. 2.050.000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Fom Koordmasi Pimpinan Pariaman, UMUM (DALY trefomasi | kan Kacamaten Sungal SUNGAI GERINGGING
of Kecamatan Sunga poink, Kehidupen | Geringging
Ganngging, tukumdan | Scsial yang
Semua Ket'Dasa Lirokrasi, Raligus,
sorta memp | Harmonts
emuat penc | dan
egahan dan | Becbudaya
pemberant
asan
orups),
narkoba,
udi, dan pe
nystud upan




PRAKIRAAN MAJU RENCANA
R BEANE ok ¢ | TARSEY | ppsan | PRAKEAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ool
i URUSAN | PROGRAM | | 'DIKATORFROGRAM! | AKHIR | CAPaiaN | <aPAAM KELOMPOK PER? DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN Dot | TAHUN 2024 o sos | | PAGUINDIKATIF(Rp) |  LOKASI | SUMBER DANA TARGET | PAGUINDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 5 7 8 ] 10 i 12 13 " 15 16 7
7104209 Koordmast Upaya Jumiah faporan Koordinass ~ 3 Laporan 2.695.00000 -1 = 6500 000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Panyolonggnfaan Unaya o yolanpgaraan troomasi | ke SUNGAI GERINGGING
dan dan poink, | Kohdupan
Umum Urmom huum dan | Soslal yang

erkust penc | dan
egahan dan | Berbudaya
pemberant
asen
horups:,
pic, dan pe
nysiudupan
7.01.04.2.01 0001 Sinergitas dangan Kepoksan Negara Republic Indonesa, Tantara Nasional Ingonesia dan Instansi Vertkal d Wiéayah Kecamatan
Jumtah Laporan Hasy A Laporan 1.000.000,00 | Kab. Padang DANA ALOKAS| 5 4400 000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Sinargtas dengan Kepolsian Papamen, UMUM (DAU) treformasi | kan SUNGA| GERINGGING
Negara Repub ik indanesin, Sunged Dok, Kahdupen
Tanlare Nesional Idonesy Ganngging, Nukum dan | Sosial yang
dan brstansd Vestikal oF Somua KelDoss Birokzss Raligius,
Wikiyah Kecamaran serta memp | Harmonis

pamberant
asan
korugs:,
narkobs,
. dan pe
upan
7.01.04.2.01.0002 Harmonisast Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarkat
Jurniah Laporan 4 Laporan 1.695 000,00 | Kab Padang DAMNA ALOKAS| §. 2100 000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Peiaksanasn Hanmonissst Panamen, UMUM (DAL} treformas) | kan SUNGAI GERINGGING
Hubungan dangwn Tokoh Surg poits, Kahdupan
Agama dan Tokah Ganngging, hucum dan | Sasial yang
Masyeakal Semus KelDesa viokias, | Religus,
serta memp | Harmonis
weckual penc
egahan dan | Berbudayn
pamberant
asan
Korups,
I, dan pe
nysludupan
7.01.05 PROGRAM Persenwase - 100 % 30.372.500,00 - 29.850.000,00
PENYELEN AN urusan
URUSAN PEMERINTAHAN | pemerintahan umum
uMum dikecamatan
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AL vk TARGET | ouicne | PRAKRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A e Ty
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
KODE URUSAN ! PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PER DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA | RENJAOPD | “0ob S LUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI| SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 “ 15 16 "
Jumbah Lembega 2 Lembaga K 1068 900,00 | Kab Padang DANA ALOKASI | I U dka | 1A t 2.000.000,00 | PEMERDITAH KECAMATAN
Kemasyarakatan yong emasyarnket Panaman, UMUM(DAU} tpembangu | n Tata SUNGAI GERINGGING
Dutmgkatkan Kapasitasnya an Sungai nan sumber | Kelola Pem
Garingging. daya arntahan
Semua KelDesa manusia Dan
(SO, nan
sSans, Pubhk Yang
Toknlogt 3
pondudikan. | Akuntabel
ke, Sema
prastasi Berkualitas
1 5. Mewu|d
kesotaraan | kan
goander, Kohidupen
sora Sosial yang
Raligus,
poran pera | Harmonis
mpuan, den
pemuda Berbudaya
(ganeras)
mianial
dan
ganarsi
Z), dan pen
yandang
701,032 030004 Fasitas Usaha
Jumiah Laporan Fasitasi 1 Lapocan 1468 500,00 | Kab Padang DANA ALOKASI 1.500 000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Pangambangan Usaha Panaman, UMUM (DAL} t pambangu | n Tata SUNGAI GERINGGNG
Ekonomy Masyarakal Sungai nan sunber | Kelols Pem
Garingaing, daya arntahan
Semua KelDesa manusia Dan
(SO}, Pelayanan
sains, Publik Yang
tekrologi. | Bersh,
pendidikan | Akuniabel
kesehatan, | Serta
prostasi BorkuaMas
olalvaga, | 5. Mewujud
keselarsan | kan
gander, Ketudupan
serta Sosial yang
penguatan | Religus,
peran pore | Harmonis
mpuan, dan
pemuda Becbudaya
(gensrasi
san
ones|
Z), dan pan
ang
T01.04 P KOC F - 100 % 2.695.000,00 6.600.000,00
KETENTRAMAN DAN dan pencegahan tindak
KETERTIBAN UMUM kriminal yang diaksanakan
[ F P 100 100 100 100 2.695.000,00 | - - 5 = $6.500.000,00 | -
lintas sektor dalam Keamanan dan Ketertiban
menjaga ketentraman dan | yang terselesaikan
Ketertiban Umum ]




TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKGHASN MAN RENCANA
URUSANIBIDANG | \npicaToRPROGRAM! | AkMiR [ REAUISASI | "cappiay e i
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PER. DAERAH
KODE KEGIATAN/ SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA | RENJA OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OFD TAHUN 2024 2025 2028 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 8 T L} 9 10 1" 7 13 14 15 16 17
[ Lembaga 100 100 100 100 17.299.150,00 | - - - = 52.600.000,00 | -
dan Yang Aktif
penyelenggaraan
pemerintshan desa | Persentase UKM yang
difasilitasi dalam
Pengembangan Usaha
70103201 0000 Paningkatan Efextiftas Kegatan f o Wilayah
Jurntah Laporan Peavigkatan 4 Loporan 9016 000,00 | Kab Padang DANA ALOKAS! 5. F 32.600 000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Panaman, UMUM (DALY an ssstem xan Kecamatan Sungal SUNGA!I GERINGGNG
Pembevdayaan Masyarakat Sungai G
o Wilayaf Kecamatan Garingging, keamanan | Sosial yang
Somua KalDesa nogara dan | Religus,
mendorong | Harmonis
kemandiria | dan
nbangsa Barbudaya
melaki swa
saxnbuada
pangan,
enegi, air
Ghancm
kraatt,
wOnoem
hagau, gan
bans
. B - - - B 17.299.150,00 | - S - N §2.600.000,00 | -
70103203 Pambersayaan Lambapa Jumiah Dokumen - 2 Dokumen 3,497 400,00 3,500 0X0,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Tngrat f Lombaga tperoangu | n Tata SUNGA! GERINGGING
Kecamatan Kemasyarakatan lingkat nan sumber | Kelola Pem
Kocamatan daya enntanan
manusia Dan
(SDM),
sens, Pubik Yeng
e rakogi,
pendadian, | Akuntabel
kesehaten, | Secia
prestasi Barualtas
clolvoga, | 5 Mewuid
kesetarsan
ponder, Kondupen
serta Soskal yang
ponquaken | Roligus,
peran pere 5
U, dan
pemuda Barbudaya
(ganarns
miersal
dan
g
2). den pen
yendeng
rsabditas
7.01 03200 0002 ; Lembaga Ki
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INDIKATOR PROGRAM
KEGIATAN | SUB
KEGIATAN

1

TARGET RENJA
OPD TAHUN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
028

PAGU INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

PRIORITAS

‘TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAS

1%

w

Tnmzn

Juméah Dokumsn Koordnas!
Kegiatan Pemberdsyasn
Desa

2 Dokumen

13,801 750,00

Sosial yang
Radigaus,
Hermaonts

49 100.000,00

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGNG

7.01.03201 0001

Paningkatan Pardidipas Mesyaraial daam Forum

i Dasa

Jurnéah Lembega
Komasyarakatan yang
1 dalam

Musyzraarah Perencansen
Fombangunan di Desa

8 Lambaga K
omasyarakal
an

2858 000,00

Kab Padang
Patiaman,

Garingging,
Samus Kol Dosa

DANA ALDKASI
UMUM (DALY

Sosial yang

dan
Barbudaya

10.500.000,00

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGA| GERINGGNG

17.299.160,00

62.600.000,00

701062010002

Sinkronisasi Progeam Kerja dan Kegistan Pemberdayaan Masyaraikat yang Dilskukan oleh Pemerintah dan Swasts di Wilayah Kerja Kecamatan

Jurntah Dokurnen
Snkromsas Program Kens
dan Kegatan Pembedayasn
Masyarakat yang Dilakukan
odel) Pemenintah dan Swasla
d Wiayoh Kega Kecomatan

4 Dokumen

1.028.750,00

Kab Padang
Panaman,

Garingging,
Semua KelDe:

DANA ALOKAS|
UMUM {DAU)

;(»wnwsww
&

0ong

6.000.000.00

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGNG




OUTCOME /| KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN SUB
TAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

TARGET RENJA
0PD TAHUN
2026

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

HIAKIRA:NHA.I"IEMA

AHUN 2027

TARGETY

PAGLU INDIKATIE (Rp)

PER/ DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

%

i

To12204

Petaksanaan Urusan
Pernenntzhan yang
Déimpahkan kepada Camat

237300000

n Tals
Kelola Pem
erntahan
Dan
Prelayanan
Pubkk Yang
Bersih,

Serta
Berkualitas
5 Mewjud
kan

Seeal yang
Religius,
Harmmon:

den
Borbudayn

2000 000,00

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING

7.01.022 M 0002

Petaksanaan Urusan Pemenntahan yang terkat dangen Nonpeniziran

Jurnah Laporan
Potaksanaan

pade Wrtsan Pamonvitahan

1 Laporan

237300000

Kisb Padang
Pariaman,

Geringging,
Semua KelDesa

DANA ALOKAS|
UMUM (DAU)

n Tata
Kulats Pom

'Kbmnm Sungms
Garnneging

2000.000.00

PEMERINTAH KECAMATAN
SUNGAI GERINGGING

T7.01.03

100 %

17.299.160,00

62.600.000,00

100

100

17.299.150,00

52.600.000,00
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN FPRANIRAMR AT KENGAIEN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2027
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE URUSAN | PROGRAM J KEGIATAN/ SUS PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERS DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN ) KEGIATAN RENSTRA | RENJAOPD | "'our S LU TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OFD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 n 12 13 1 % 16 "
roezzo P Jumianh Lapovar 2 Leporen 31.677 000,00 Mamparkua | 5. Mewujud 76.878 000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Kegiatan Penyslengganean Kegalan trelormasi | kan SUNGAI GERINGGING
Pamenntanan of Tingkot poli, Kehiupen
Pemanatahan & Tiogkat Kacamatan Pk dan yang
Kecamatan bircksas,
serin memp | Harmonis
eekuat panc | dan
egehan dan | Berbudays
parmberant
asan
horupsi,
narkoba,
Judl, dan pe
rysludupan
0102201 0001 ™ dan Kagatan dangan Perangkat Daerah dan instans Verskd Torkad
Jumiah Laporan 1 Leporan 30,303 000,00 | Kab. Padang DANA ALOKAS| | Mempearkus | 5. Mewu|ud 70 378 000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Koordinasi/Sina Parkaman, UMUM (DAL} Ireformasi | kan SUNGAI GERINGGING
FPerenconaan dan Sungai i, Kehxupen
Paiaksanaan Kegiatan Gannggng, hukum dan | Sosial yang
Pemenntahan cengan Semua KalDasa berokmas, Reigius,
Persngiat Dasrsh dan seeta memp | Harmanis
Instans Vertka Terkait eekuat penc | dan
egehan dan | Berbudays
pomberant
o
Korupsi,
rarkoba,
ndi, dan pe
rystudupan
701022010002 | Poningkitan ER Kagalan di Tingkisl Kocsmatan
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1374 000,00 | Kab Padang DANA ALOKAS! | Memperkua | 5. Mewujud 6.500 000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Paowigkatan Efoktifites Panaman, UNMUM (DAL} treformasi | kan BUNGAI GERINGOING
Hegiatan Pernevirlahan & Sunga politk, Kehdupen
Tmokat Kacamatan Ganngong, hukumdan | Sosalyang
Semus KelDesa bercksas:, Rasgius,
S memp | Hamonis
wrkual penc
egahan dan | Berbudaya
pamberant
asan
korups!,
narkobe,
Judli, dan pe
ryefudupan




TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RRAKIRANE MAN SENCANA
URUOAN ) BIDANG INDIKATORPROGRAM / |  AkHIR | REAUSASE | " capyiny TAmNany
KODE ALIBANL) ROGRAN./ KEGIATAN / SUB PERICDE | (CAPAIAN | +apcey RENIA P PO
OUTCOME / KEGIATAN / ooldresnds s |[REwAceD | TREEEREEA] e PRICRITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAS
SUB KEGIATAN 0P TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS| SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 s B 7 8 9 0 il 12 13 14 15 16 1w
70101208 Panyadiaan Jasa Penunjong | Jurmiah fasa panunyang - 12 butan 76.600 000,00 Memparkus | Mewwjudka | - - 96 400 000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Urusan Pemenintahen urugan pemevntah yang treformes! | nTete SUNGAI GERINGGNG
Doerah leveada Jumlah jasa polik, Kelola Pem
pevkankia yang hukumdan | eantahan
dsedokan birokms, Don
seta memp | Peleyanan
erkuat perc | Publk Yang
egahan dan in,
pambarant | Akuntabat
asan Serts
korupsi, Berkuallas
X 5 Mewiqud
Jdi, dan pa
meldupen | Kebdupan
’ Sosisl yang
Religiz,
dan
Berbodayn
70101 2080004 Penyedinan Jnsa Peayanan Umnum Kandor
Juniah Laporan Panyadaan 12 Laporan 76,800 000,00 | Kab Padeng DANA ALDKAS| | Momperkua | Mewwudka | - 96400 000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Jasa Patgyanan Umum Paseman, UMUM (DALY treformasi | n Tesa SUNGAI GERINGGING
Kardor yang Dvsechakan Sungai polidik, Kelola Pern
Gannggng, hukum dan | enntahan
Semus KelDesa birokrasl, | Den
serta memp | Palayanan
eckuat parc | Publk Yang
egahan den
pambarant | Awintabel
asan Serta
korupss, Borkuaktas
narkobe, | 5 Mewijus
judi, dan pa | ke
oludupan | Kohidupan
Sos@al yang
Rehgis,
dan
Berbudays
7.01.02 PROGRAM Persentase polaksanaan - 100 % 34,050.000,00 - 78.878.000,00
PENYELENGGARAAN Pelayanan Kecamatan
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
[ Meningkatkan koordinasi | Nilai PEKPPP Mandiri 100 100 100 100 34.050.000,00 | - = 78.878.000,00
dan
urusan pemernntahan
terkait ) Persentase Sarana dan
Prasarana Kecamatan
dalam kondisi bak
Persentase UKPP
Kecamatan Bernilal Balk
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TARGET

REALISASI
INDIKATOR PROGRAM [ | AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAK
Kooe OUTCOME | KEGIATAN ! sgretletion Renens: [remaceo [TARGSTRENALY o PRIORITAS SASARAN PEMANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN NSTRA | TAHUN 2024 ST | PAGUINDIKATIF (Rp) LOKAS! | SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)

PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN m%wwcm

2 3 4 5 6 7 8 ¢ 10 1 12 13 " 15 16 17

Jurnlah Kendarmen 2 Unt 18 720.000,00 | Keb Padang DANA ALOKAS! 5 18,000 DDC.00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Parovangan Dinas ateu Pariaman, UMM (DAU) twoformasi | kan Kecamatan Surgal SUNGAI GERINGGING
Kandaraan Dinas Jadwan Sungai politk, Kehi Gaonngging

yang Dipahihara dan Gannggng, hukum dan | Sosid yang
ddiayarkan Pajaknya Semun KeDasa brokrasi, | Religus,
sarts momg | Hamonis

K XX01.2.09.0009 PemoinersanRenadiias Gedung Kantor dan Bangunan Lanmea

Jurnian Gedung Kanior dan 1Unk 000 | Ksb. Padang DANA ALOKASI 5. 5.000.000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Bangunan Lavmya yang Pariaman, U (DALY treformasi | kan Kecamatan Sungal SUNGAI GERINGGING
DipadharaDshabitast Sungat politik, Kehdupan | Ganngging

XXX 01208000 Samna don Gedung Kartor ates Bangunan Lanaya

Jurntat) Sarana dan 4 Unit 2.680.000,00 | Kab Padang DANA ALOKAS! | & 5 P 2.680.000,00 | PEMERINTAH KECAMATAN
Prasarana Gedung Kentor Panaman, LU (DAL) treformasi | kan Kecamatan Sungm SUNGAI GERINGGING

atsu Bangunan Lamnys yang Surgal politik, Kehidupan | Gannoging
Dipashara/Durehabitasi Garinggng, hukumdan | Sosied yang
Semua KevDess beokrasi, Religus,
santa memp | Hermons

JUMLAH 800.124517.18 957.688.201,00




BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 ini, beberapa catatan
penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan
anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang
direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta
pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan
pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal,
kecamatan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup
alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran
untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi
perhatian utama. Kecamatan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang
bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana Kkerja,
sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah
ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan.
Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip
tersebut agar tujuan pembangunan kecamatan dapat tercapai dengan efektif dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di kecamatan ini
diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan
kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk
perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu,
tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan
yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi
dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu
dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal
ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar
untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang
telah dilaksanakan. Kecamatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas

melakukan pemantauan ini.
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Berdasarkan hasil evaluasi, kecamatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi
tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu
diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan
membantu kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan
masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat
dalam mewujudkan visi pembangunan kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan
berkelanjutan.

Sungai Geringging, 16 Desember 2025

SYAFRIZAL, S.Pt

NIP. 19720612 200701 1 014



HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026
KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

NAMA DOKUMEN HASIL PRA EVALUASI

RPJMD Priode 2025 — 2029

Renstra Priode 2025 — 2029

Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2026

LKJiP Tahun 2025

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025

Rencana Aksi Tahun 2026

_ 4
2|B|o|e|Njo|a| s n B

IKU Priode 2025-2029

13. Renja Perubahan Tahun 2025

14. Renja Tahun 2026

15. Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai
Triwulan 2 Tahun 2026

16. Pedoman Teknis Perencanaan 2026

17. Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan
Data Kinerja 2026

18. Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal
2026

19. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026

20. | Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025

21. | SOTK

Catatan :
Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,
(WAHYUNI, SE, FRMP )
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